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ABSTRAK 
 

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 
TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA 

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DI DINAS 
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DELI SERDANG 

 
CUT MAGHFIRAH 
NPM : 1403100013 

 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

merupakan salah satu peraturan yang dapat digunakan pemerintah untuk 
memberikan perlindungan kepada pekerja anak. Dengan dasar ini maka Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memiliki peran penting 
mengenai larangan mempekerjakan anak seperti yang tertulis dalam pasal 68 
sampai dengan pasal 75 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi 
“pengusaha dilarang mempekerjakan anak” namun tetap dalam praktiknya masih 
banyak pengusaha yang menggunakan jasa pekerja anak tanpa memenuhi 
persyaratan-persyaratan dalam penggunaan jasa pekerja seperti yang terdapat pada 
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan perlindungan pekerja anak di Dinas 
Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang apakah sudah dilaksanakan dengan baik 
atau belum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan 
analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari 5 
narasumber untuk mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan pekerja anak, 
melalui wawancara terbuka dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan dan pekerja 
anak. Hasl penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan perlindungan pekerja anak di 
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang belum terimplementasi dengan 
baik melihat masih banyaknya kendala Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan 
perlindungan pekerja anak, salah satunya yaitu sedikitnya jumlah pengawas yang 
tidak seimbang dengan jumlah pengusaha yang terdaftar di Dinas 
Ketenagakerjaan. Adapun program yang dijalankan Dinas Ketengakaerjaan dalam 
pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu program Pengurangan Pekerja Anak 
yang bersinergi dengan Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang diberikan 
kepada pekerja anak yang dilatar belakangi karena faktor ekonomi yang lemah 
dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk bekerja. 
Namun masih banyak hambatan-hambatan yang menyebabkan program ini belum 
berjalan efektif. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan perlindungan pekerja anak harus 
ditingkatkan lagi semaksimal mungkin agar terciptanya Deli Serdang bebas 
pekerja anak. 
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak, 
Dinas Ketenagakerjaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Deli Serdang sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Utara tidak bisa 

dilepaskan dari keberadaan pekerja anak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan anak 

adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. 

Kehadiran pekerja anak sebenarnya sudah tidak asing lagi didengar. 

Fenomena anak-anak yang bekerja sebagai buruh, tenaga kerja konstruksi dan 

pekerjaan lainnya sudah seringkali dilihat di lingkungan sekitar kita khususnya 

Deli Serdang yang merupakan kawasan daerah industrial. Yang mana anak 

merupakan masa depan bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini untuk dapat 

senantiasa berkembang menjadi pribadi yang baik, santun, dan menjadi sumber 

daya yang bermanfaat. 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan salah satu 

aspek yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap  pekerja anak yang 

dicantumkan di dalam ketentuan pasal 68 sampai dengan pasal 75 UU 

Ketenagakerjaan. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat 

pengecualian terhadap anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 

dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak 

menganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial (Pasal 69 ayat 

(1) UU Ketenagakerjaan). Untuk mempekerjakan anak, Pasal 69 ayat (2) 



2 
 

 
 

memberikan persyaratan bagi pengusaha untuk dapat mempergunakan jasa 

pekerja anak, adapun persyaratannya yaitu : 

a) Izin tertulis dari orang tua wali. 

b) Perjanjian kerja antara pengusaha degan orang tua wali. 

c) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam. 

d) Dilakukan pada siang hari dan tidak menganggu waktu sekolah. 

e) Keselamatan dan kesehatan kerja. 

f) Adanya hubungan kerja yang jelas. 

g) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sebagaimana yang diuraikan di atas peraturan yang mengatur tentang 

persyaratan penggunaan jasa pekerja anak dalam kenyataannya masih banyak 

perusahaan yang belum memenuhi persyaratan itu dalam menggunakan jasa 

pekerja anak. Munculnya pekerja anak di perusahaan yang terdapat di Deli 

Serdang sangat erat kaitannya dengan tingkat  kemiskinan masyarakat, dimana 

kondisi orang tua yang rendah menyebabkan alasan anak dikorbankan untuk 

bekerja guna menambah pendapatan keluarga. Keikut sertaan anak dalam kegiatan 

perekonomian keluarga disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan 

faktor teman sebaya. Kemiskinan yang kerap menjadi alasan  penyebab utama 

anak bekerja untuk keluarganya, pemahaman tentang nilai anak dalam konteks 

keluarga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya masyarakat 

setempat, sehingga lingkungan sangat berpengaruh terhadap individunya. Anak 

yang hidup dalam lingkungan teman-teman yang bekerja, maka mereka akan 
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menyukai bekerja dari pada sekolah meskipun orang tuanya cukup untuk 

membiayai keperluan sekolah mereka. 

Kondisi tempat kerja yang kurang kondusif dapat menyebabkan 

terganggunya kesehatan pekerja anak, para pekerja anak terutama yang bekerja di 

sektor industri sangat sering menghadapi resiko gangguan kesehatan akibat 

ruangan yang pengap, asap industri yang dapat menyebabkan sesak nafas, makan 

dan minum yang tidak terjamin, juga dihadapkan pada gangguan psikis seperti 

caci-maki, kata-kata kasar, dan gangguan kehidupan sosialnya seperti hubungan 

dengan teman-teman sebaya. Ironisnya lagi, kondisi jam kerja yang panjang 

sehingga waktu beristirahat menjadi berkurang, sementara dalam kondisi fisik 

sebagai anak-anak yang masih mengalami fase pertumbuhan, memerlukan 

istirahat yang cukup. Hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf C 

UU Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut kerap dilanggar, meskipun sudah ada 

ketentuan pembatasan jam kerja bagi anak-anak yang bekerja, akan tetapi dalam 

kenyataannya pekerja anak bekerja diatas 3 jam. 

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja dalam praktiknya 

mengalami banyak hambatan, diantaranya faktor ekonomi, faktor budaya, faktor 

peran serta masyarakat, serta lemahnya koordinasi dan kerjasama, dan 

keterbatasan aparatur pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan. 

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang merupakan pelaksana 

otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretariat daerah. Dinas  

Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas pokok melaksanakan 
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urusan Pemerintahan Daerah di bidang tenaga kerja berdasarkan asas otonomi 

daerah dan tugas pembuatan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu 

UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Khusunya yang mengatur 

tentang larangan mempekerjakan anak yang ditulis pada pasal 68 sampai pasal 75. 

Dinas Ketenagakerjaan sebagai pusat pelayanan dalam bidang 

ketenagakerjaan seharusnya memberikan pengawasan dan perlindungan kepada 

pekerja anak dan melakukan inspeksi ke perusahaan-perusahaan dengan 

memberikan mentoring kepada pengusaha-pengusaha tentang hukum 

ketenagakerjaan yang di dalamnya mencakupi hukum mempekerjakan anak. 

Seharusnya pekerja anak harus mendapatkan perlindungan yang memadai 

baik dari segi hukum maupun sosialnya, namun yang terjadi realitanya bahwa 

pekerja anak kurang mendapatkan perhatian dikarenakan pengusaha lebih 

menempatkan pekerja anak sebagai salah satu faktor ekonomi, bukan pada sisi 

kemanusiaan atau sosialnya.  Di sini pengusaha mempekerjakan anak tidak 

melihat aspek produktivitas tetapi cenderung lebih menekankan pada aspek 

keuntungannya saja. Anak dipandang sebagai tenaga kerja yang murah dan 

cenderung tidak banyak menuntut. Pekerja anak dipandang tidak memilik 

kemampuan yang memadai, baik secara fisik maupun kemampuan. Disamping itu 

anak lebih patuh dan penurut terhadap instruksi yang diberikan oleh orang 

dewasa. Dari sinilah terjadi suatu bentuk pelanggaran atas hak-hak anak yang 

merupakan generasi penerus bangsa. 

Dari uraian di atas tentang pekerja anak, maka penulis ingin melakukan 

penelitian mengenai perlindungan pekerja anak dengan judul : “Implementasi 
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam 

Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak di Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Deli Serdang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, adapun 

rumusan masalah yang diambil adalah bagaimanakah implementasi Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka 

pelaksanaan perlindungan pekerja anak di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak 

dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dalam rangka pelaksanaan perlindungan pekerja anak di Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Deli Serdang. 

2. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain yaitu : 

a.  Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberi suatu 

masukan khususnya pada Dinas Ketenagakerjaan dalam 

mengoptimalkan perannya 
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b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk 

memperdalam penelitian mengenai pelaksanaan pekerja anak di 

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

c. Bagi penulis, selain sebagai menyelesaikan pendidikan, juga dapat 

menambah ilmu pengetahuan bidang Ilmu Administrasi Kebijakan 

Publik. Dengan melakukan penelitian, diharapkan dapat memberikan 

pengalaman yang berguna bagi peneliti untuk dapat berfikir secara 

analisis dan dinamis  di masa yang akan datang. 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah,  Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan Uraian Teoritis yang menguraikan Pengertian 

Implementasi, Pengertian Kebijakan,  Pengertian Kebijakan 

Publik, Ciri-ciri Kebijakan Publik,  Unsur-Unsur Kebijakan Publik,  

Proses Pembuatan Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan 

Publik,  Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan, Pengertian Tenaga Kerja, Pengertian Pekerja Anak, 

Faktor yang mempengaruhi anak bekerja, Dampak negatif bagi 

anak yang terpaksa bekerja. 
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BAB III  : METODELOGI PENELITIAN 

Menguraikan jenis penelitian,  kerangka konsep, defenisi kensep, 

kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data,  teknik analisis 

data, lokasi dan waktu penelitian, dan deskripsi lokasi penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan data yang diperoleh dari lapangan sehingga 

peneliti dapat memberikan interprestasi atas permasalahan yang 

akan diteliti. 

BAB V : PENUTUP 

Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

1. Pengertian Implementasi 

Menurut Wahab (2008:140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan 

kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat  pula 

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau 

keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut 

mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagi cara untuk mengatur 

proses implementasinya. 

Menurut Anggara (2014:232) implementasi merupakan suatu kegiatan atau 

usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh 

suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. 

Menurut Usman (2002:70) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan. 

Menurut Susilo (2007:174) menyatakan implementasi merupakan suatu 

penerapan, ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, 

sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan, 

maupun nilai dan sikap. 

Menurut Grindle dalam Winarno (2010:149) memberikan pandangan 

tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas 
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implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan 

kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. 

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2005:68) implementasi 

adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-

Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan 

eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.. 

Dari pengertian Implementasi yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa implementasi adalah aktivitas atau tindakan yang tidak sekedar 

dilakukan tetapi juga aktivitas yang terarah dan memiliki sasaran serta tujuan 

tertentu yang akan dicapai secara efektif dan efesien. 

2. Pengertian Kebijakan 

Menurut Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan 

atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan 

dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang 

baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan 

berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, 

walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan,  disinilah 

letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. 

Menurut Dunn (2003 : 20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan 

yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah 

antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan,  kesejahteraan, 

pengadilan kriminalitas dan pembangunan perkotaan. 
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Menurut Wahab (2005:135) kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor 

(pejabat,  kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu 

bidang kegiatan tertentu. 

Menurut Andreson dalam Winarno (2010:21) menjabarkan bahwa 

kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan 

oleh seorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu 

persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian 

pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau 

dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan 

yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif. 

Dari  uraian di atas dapat disimpulkna bahwa kebijakan adalah 

serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan 

adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan. Di dalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk 

mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua tergantung manfaat dan 

kerugiannya. 

3. Pengertian Kebijakan Publik 

Menurut Dye (2005:105) Kebijakan publik adalah apa pun juga yang 

dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu  itu atau tidak mengerjakan 

(mendiamkan) sesuatu itu. 

Menurut Abidin (2012:07) kebijakan publik adalah kebijakan dari 

pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan “what government do or not to do” 



11 
 

 
 

kebijkan dari pemerintahlah yang dapat memaksa masyarakat untuk 

mematuhinya. 

Menurut Dunn dalam Syafiie (2006:106) kebijakan publik adalah suatu 

rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau 

pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, 

seperti pertahanan, keamanan, energi,  kesehatan, pendidikan, kesejahteraan 

masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. 

Menurut Lemiuex dalam Wahab (2012:15) kebijakan publik adalah 

produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-

masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-

aktor politik yang hubungannya terstruktur. 

Menurut Friderdrich dalam solly (2007:9) menyatakan bahwa kebijakan 

publik adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan 

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang 

untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. 

Dari defenisi Kebijakan Publik di atas dapat disimpulkan kebijakan publik 

pada umumnya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan 

tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dengan 

mempunyai manfaat yang positif. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan harus 

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara, sehingga apabila 

kebijakan tidak dijalankan dengan ketentuannya maka kebijakan tersebut tidak 

efektif. 
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4. Ciri-Ciri Kebijakan Publik 

 Menurut Solichin Abdul Wahab ciri-ciri kebijakan adalah sebagai berikut : 

1. Kebijakan publik bertujuan pada perilaku atau tindakan yang 

direncanakan. 

2. Kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan 

dengan mengarah ke tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat. 

3. Kebijakan publik berkaitan yang dilakukan pemerintah dibidang-bidang 

tertentu, dan disetiap kebijakan diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit. 

4. Kebijakan publik berbentuk positif dan negatif, dalam positif kebijakan 

mencakup tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah. 

Sedangkan berbentuk negatif, kebijakan pejabat-pejabat pemerintah untuk 

tidak bertindak atau tidak melakukan masalah-masalah apapun yang mana 

hal tersebut menjadi tugas pemerintah. 

5. Unsur-unsur Kebijakan Publik  

Komposisi dari kebijakan dapat diikuti dari dua prespektif  yaitu proses 

kebijakan dan struktur kebijakan. Melalui proses kebijakan, terdapat tahap-tahap 

identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi 

kebijakan. Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu: 

1. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan 

dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada 

kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang 

sama tentang tujuan.  Perbedaannya tidak hanya sekedar pada jangka waktu 
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pencapaian tujuannya, tetapi juga pada posisi, gambaran, orientasi dan 

dukungannya. 

2. Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan usnur yang sangat penting dalam  

kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat 

menimbulkan kegagalan dalan seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya 

suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan 

jika pemecahannya dilakukan terhadap masalah yang tidak benar. 

3. Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua 

sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu 

golongan dalam proses perumusan kebijakan,  sehingga kebijakan yang dibuat 

pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka. 

4. Unsur keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan yang timbul sebagai  

pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat 

atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang 

diperhitungkan dalam suatu kebijakan. 

5. Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan suatu kebijakan dilaksanakan dengan 

menggunakan sarana. Beberapa sarana antara lain : kekuasaan, insentif, 

pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri. 

6. Proses Pembuatan Kebijakan 

Menurut William Dunn tahap-tahap pembuatan kebijakan publik 

adalah sebagai berikut : 
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1. Penyusunan Agenda 

Penyusunan agenda adalah sebab fase dan proses yang sangat strategis dalam 

realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa 

yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika 

sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas agenda dalam 

agenda politik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya politik 

yang lebih dari pada isu yang lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting 

untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda 

pemerintah. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah 

kebijakan (public problem). Policy issues biasanya mucul karena sudah terjadi 

silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan 

ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. 

Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi diri adanya perdebatan baik 

tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah 

tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada 

beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya : 

telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan jadi ancaman yang serius 

telah mencapai tingkat partikularitas tertentuk berdampak dramatis, menyangkut 

emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat 

dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat luas, mempermasalahkan 

kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat, menyangkut suatu persoalan yang 

fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya) 

 



15 
 

 
 

2. Formulasi Kebijakan 

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefenisikan untuk 

kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut 

berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.  Sama halnya 

dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam 

tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih 

sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. 

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan 

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar 

pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh 

kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun 

warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung.  

Dukungan untuk rezim berdifusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap 

tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan  sidonansi.  

Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dimana 

melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah. 

4.  Penilaian Evaluasi Kebijakan 

Secara umum evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut 

estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan 

dampak. Dalam hal ini, evaluasi dapat dipandang sebagai suatu kegiatan 

fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir 

saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, 
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evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, 

program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, 

implementasi,  maupun tahap dampak kebijakan. 

7. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Dwijowijoto (2003 :158) Implementasi kebijakan publik pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan 

melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. 

Menurut Wahab (2012;141) implementasi kebijakan publik didefinisikan 

sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan 

melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah 

dibuat atau dirumuskan sebelumnya. 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:102) 

menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun 

swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan menjadi tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu 

maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar 

dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. 

Menurut Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik adalah proses 

kegiatan admnistrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. 

Di samping itu Mustopadidjaja berpendapat dalam bukunya (2002:112) 
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impelentasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk 

tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang 

dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. 

.  Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan publik 

adalah suatu proses kegiatan atau pelaksanaan dalam sistem administrasi pada 

pemerintahan. Sehingga dapat menyebabkan dampak yang positif apabila 

dilaksanakan dengan baik dan bukan hanya sekedar berupa impian belaka. Selain 

itu implementasi kebijakan publik menyangkut keseluruhan badan pengelola 

administrasi dan menyangkut jaringan-jaringan politik,  sosial, ekonomi yang 

dapat mempengeruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. 

8. Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan 

Berbagai pendekatan yang dalam implementasi kebijakan, berkaitan 

dengan implementor, sumber daya, lingkugan, metode, permaslahan ataupun 

tingkat kemajemukan yang dihadapi dimasyarakat. Sumber daya manusia sebagai 

implementor mempunyai peranan penting dalam pengendalian implementasi 

kebijakan publik. 

ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu : 

1. Karakteristik Masalah 

a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu 

pihak ada beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah 

dipecahkan,  seperti kekuragan persedian air minum bagi penduduk 

atau yang lainnya. Dipihak lain ada terdapat masalah-masalah sosial 

yang sulit di pecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi 
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dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah akan mempengaruhi 

mudah tidaknya suatu program diimplementasikan. 

b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu 

program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok 

sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasaranya 

heterogen, implementasi program akan relatif lebih sulit karena 

tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program 

berbeda. 

c. Proposi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program 

akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya tidak terlalu 

besar. 

d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang 

bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan mudah 

diimplementasikan daripada program yang bertujuan merubah sikap 

dan perilaku masyarakat. 

2. Karakteristik Kebijakan 

a. Kejelasan isi kebijakan. Hal ini berarti semakin jelas dan terperinci isi 

sebuah kebijakan, akan mudah diimplementasikan karena 

implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan 

nyata. 

b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. 

c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. 

Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program 
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sosial. Setiap program sosial juga memerlukan dukungan staf untuk 

melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor 

program yang semuanya itu memerlukan biaya. 

d. Sebarapa besar adanya keterpatuan dan dukungan antar institusi 

pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya 

koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan. 

e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. 

f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. 

g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartipasi 

dalam implementasi kebijakan. 

3. Lingkungan Kebijakan 

a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. 

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik lebih mudah menerima 

program pembaharuan dibandingkan dengan masyarakat yang masih 

tertutup dan tradisional. 

b. Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang 

memberikan insentif biasanya mudah mendapat dukungan politik. 

c. Sikap kelompok pemilih. Kelompok pemilih yang ada dalam  

masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui 

berbagai cara. 

d. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. 
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Dalam implementasi kebijakan pada umumnya, beberapa faktor eksternal yang 

lain yang biasanya mempersulit implementasi suatu kebijakan antara lain : 

1) Kondisi fisik, seperti terjadinya perubahan musim atau bencana alam, 

dalam banyak hal, kegagalan implementasi kebjakan sebagai  akibat dari 

faktor-faktor alam ini sering dianggap bukan sebagai kegagalan, sehingga 

dapat dimaafkan, sekalipun dalam hal-hal tertentu sebenarnya dapat 

diantisipasi untuk mencegah atau mengurangi resiko yang terjadi. 

2) Faktor politik. Terjadinya perubahan politik yang mengakibatkan 

pertukaran pemerintahan dapat mengubah orientasi atau pendekatan dalam 

implementasi, atau bahkan dapat menimbulkan perubahan terhadap 

seluruh kebijakan yang telah dibuat. 

3) Tabiat (attitude) dari sekelompok orang yang cenderung tidak sabar 

menunggu berlangsungnya proses kebijakan yang sewajarnya, dan 

memaksa melakukan perubahan. Akibatnya, terjadi perubahan kebijakan 

sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. 

4) Terjadi penundaan karena keterlambatan atau kekurangan faktor input, 

keadaan ini terjadi karena faktor-faktor pendukung yang diharapkan tidak 

tersedia pada waktu dibutuhkan, atau mungkin salah satu faktor dalam 

kombinasi faktor-faktor yang diharapkan tidak cukup. 

5) Kelemahan pada kebijakan itu sendiri. Kelemahan ini dapat terjadi karena 

teori yang melatar belakangi kebijakan atau asumsi yang dipakai dalam 

perumusan kebijakan tidak tepat. 
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9. Pengertian Tenaga Kerja 
 

Di dalam hukum perburuhan dan ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah 

yang beragam seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, tenaga kerja, dan lain-

lain. Istilah buruh sejak dulu sudah populer dan kini masih sering dipakai 

sehingga sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan 

program organisasinya. Istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk 

menunjukkan status hubungan kerja. 

Menurut  UU  pokok ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969, tenaga kerja 

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di 

luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja 

merupakan peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan 

pekerjaan 

Menurut Mulyadi (2003:11) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah suatu 

himpunan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan 
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kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri. 

10. Pengertian Pekerja Anak 

Sangat sukar untuk menetapkan suatu pengertian pekerja anak. Ungkapan 

pekerja anak mengesankan suatu kondisi dimana mereka  terbelenggu dengan 

suatu jenis pekerjaan dalam kondisi yang sangat bervariatif. Pekerjaan itu mereka 

lakukan dalam suatu rangkaian panjang. Kegiatan yang berkelanjutan dan tidak 

tahu kapan berakhirnya. Mungkin pada salah satu ujungnya pekerjaan itu akan 

bermanfaat dapat meningkatkan atau mempercepat perkembangan fisik, jiwa, 

emosi, sosial dan moral mereka sebagai anak. Sementara ujung yang lainnya akan 

merampas dan merusak kehidupan mereka sebagai anak, istilahnya“destruktif dan 

eksploitatif”. Pada kedua kutub inilah beragam bidang pekerjaan dengan 

kegiatannya yang luas digeluti oleh pekerja anak.  Pengertian pekerja anak sektor 

informasi adalah anak-anak yangberusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja 

diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh 

waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak 

lainnya secara normal. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh Hasyim (2010 : 

28) pekerja anak adalah penduduk yang berumur antara 0-14 tahun yang 

melakukan atau membantu kegiatan, dengan tujuan untuk memperoleh 

pendapatan atau penghasilan. 
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Menurut Warsini, dkk (2005 : 10) pekerja anak adalah anak yang bekerja 

setiap hari, anak yang tereksploitasi, anak yang bekerja pada waktu yang panjang, 

dan waktu sekolah terganggu/tidak sekolah. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja anak adalah anak 

yang kehilangan masa kanak kanak dan masa depannya yang bekerja sepanjang 

hari dengan upah rendah dan dibawah kondisi yang menimbulkan akibat buruk 

terhadap kesehatan, perkembangan fisik maupun mental, dimana terkadang 

harusberpisah/dipisahkan dari kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta 

melakukan berbagai pekerjaan yang bertentangan dengan hukum dan delegasi 

internasional. 

1. Faktor penyebab timbulnya pekerja anak 

a. Faktor Ekonomi 

Kemisikinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja 

anak disamping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga 

berpengaruh pada produktifitas kerja menjadi rendah, gizi kurang, perawatan 

kesehatan kurang sehingga hal ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas kerja, 

cepat lelah, rentan terhadap kecelakaan dan penyakit. Penghasilan orang tua yang 

rendah, menyebabkan anak terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja 

meskipun tanpa mempunyai bekal keterampilan. 

b. Faktor Budaya/Tradisi/Kebiasaan 

Suatu budaya dalam keluarga bahwa anak sejak usia muda sudah  

melakukkan pekerjaan atau sebagai pekerja. Tanpa disadari para orangtua 

beranggapan bekerja sebagai pekerja anak sudah merupakan tradisi atau kebiasaan 
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dalam masyarakat, anak diperintahkan bekerja sebagai pekerja anak dengan alasan 

untuk  mendapatkan pendidikan dan persiapan terbaik untuk menghadapi 

kehidupan di masyarakat nantinya apabila anak tersebutsudah dewasa. 

Pekerja anak sendiri merasa bangga dapat bekerja memperoleh 

penghasilan untuk kepentingan sendir, maupun membantu ekonomi keluarga dan 

dapat membiayai adik-adiknya sekolah. Kebiasaan di masyarakat, pekerja-pekerja 

rumah tangga dilakukan oleh anak perempuannya termasuk menjaga toko/warung. 

Secara tidak disadari adanya budaya, tradisi, kebiasaan tersebut menghantarkan 

anak-anaknya sebagai pekerja anak yang seharusnya belum waktunya untuk 

bekerja. 

c. Faktor Pendidikan 

Berawal dari pendidikan orangtua yang rendah, adanya keterbatasan 

ekonomi dan tradisi, maka banyak orangtua mengambil jalan pintas agar anaknya 

berhenti sekolah dan lebih baik bekerja dengan alasan : 

• Wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi 

• Biaya pendidikan mahal 

• Sekolah tinggi akhirnya jadi penganggur 

Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakberdayaan ekonomi, orangtua 

cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak 

memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan 

kesejahteraan anak dimasa datang. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk 

memilih menjadi pekerja anak. 
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2. Dampak negatif anak yang terpaksa bekerja 
 

Banyak pekerjaan yang memberikan dampak negatif terhadap 

perkembangan anak, pekerjaan yang tidak berbahaya bagi pekerj dewasa dapat 

menjadi sangat berbahaya bagi anak-anak. Ada tiga aspek pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang dapat terancam atas suatu pekerjaan, yaitu : 

1)  Pertumbuhan fisik, termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan  

penglihatan dan pendengaran, karena mereka mengeluarkan terlalu 

banyak stamina yang harus dipertahankan hingga usia dewasa; 

2) Pertumbuhan emosiaonal, termasuk harga diri, ikatan keluarga, 

perasaan dicintai dan diterima oleh lingkungan secara memadai dapat 

juga hilang dan terhambat; 

3) Pertumbuhan kognitif terhambat, termasuk kemampuan baca, tulis, 

hitung dan perolehan pengetahuan lainnya yang diperlukan untuk 

kehidupan normal. 

Dari sudut kesehatan dan keselamatan kerja, anak yang bekerja apalagi di 

tempat yang berbahaya, seperti jermal akan mengganggu kesehatan fisik, mental 

maupun perkembangan sosialnya. Dari segi fisiknya anak yang bekerja secara 

monoton dan berulang-ulang untuk waktu yang lama akan mengganggu 

perkembangan kreatifitasnya, sehingga anak tersebut akan cenderung bodoh dan 

tidak kreatif. 

Anak yang bekerja dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan 

perkembangan anak, pengaruh tersebut dapat berupa : Kelainan fisik 

(pandangan/penglihatan), Gizi kurang, Berkurangnya stamina untuk 
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perkembangan emosi, sosial, moral dan etika, Berkurangnya kesempatan untuk 

rekreasi, istirahat, kelelahan, Pengaruh orang-orang pekerja dewasa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Dalam pemecahan masalah yang ada suatu penelitian diperlukan 

penyelidikan yang hat-hati, teratur dan terus-menerus, sedangkan untuk 

mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara 

mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data 

primer maupun sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya 

ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-

pokok perrmasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan 

diperoleh. 

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui  

jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam 

penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, 

sehingga memudahkan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam 

proses analisis data. 

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu proses pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya. 
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Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek ilmiah, yaitu peneliti merupakan instrumen kunci,  teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. Jadi data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan 

nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku 

manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yakni, ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat 

diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri). 

2. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep 

atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan 

dilaksanakan. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau 

menjelaskna secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. 

Konsep merupakan abstraksi yang akan terbentuk oleh generalisasi dari 

hal-hal khusus. Oleh karena konsep merupakan abstraksi maka konsep tidak dapat 

langsung diamti atau diukur. Konsep hanya dapat diamati atau diukur melalui 

konstruk atau yang lebih dikenal dengan nama variabel, jadi variabel adalah 

simbol atau lambang yang menunjukkan nilai atau bilangan dari konsep. 

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan 

antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan 

dilakukan. 
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Berikut gambar kerangka konsep : 

 

     GAMBAR 3.1 

Kerangka Konsep Penelitian 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTASI UNDANG-

UNDANG NO 13 TAHUN 2003 

TENTANG  

KETENAGAKERJAAN 

Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Deli Serdang 

 

Pelaksanaan Implementasi Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam 

Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak. 

- Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan 
dasar 

- Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

- Adanya tindakan terhadap kebijakan yang 
telah ditentukan 

Pelaksanaan 

perlindungan pekerja 

anak 
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3. Defenisi Konsep 

Konsep adalah istilah atau defenisi yang akan digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial. 

Konsep adalah istilah atau defenisi yang akan digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial. 

Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit peneltian 

yang diteliti. 

1. Implementasi adalah aktivitas atau tindakan yang tidak sekedar dilakukan 

tetapi juga aktivitas yang terarah dan memiliki sasaran serta tujuan tertentu 

yang akan dicapai secara efektif dan efesien. 

2. Kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu 

sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau 

sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Di dalam pilihan itu juga 

termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua 

tergantung manfaat dan kerugiannya. 

3. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai maksud atau 

tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila 

dilaksanakan dengan mempunyai manfaat yang positif.  Sebaliiknya, 

apabila kebijakan tidak dijalankan dengan ketentuannya maka kebijakan 

tersebut tidak efektif. 
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4. Implementasi kebijakan publik adalah suatu proses kegiatan atau 

pelaksanaan dalam sistem administrasi pada pemerintahan.  Sehingga 

dapat menyebabkan dampak yang positif apabila dilaksanakan dengan 

baik dan bukan hanya sekedar berupa impian belaka. Selain itu 

implementasi kebijakan publik menyangkut keseluruhan badan pengelola 

administrasi dan menyangkut jaringan-jaringan politik, sosial,  ekonomi 

yang dapat mempengeruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. 

5. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik 

di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau 

jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dalam 

hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan 

kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan 

6. Pekerja anak adalah anak yang kehilangan masa kanak kanak dan masa 

depannya yang bekerja sepanjang hari dengan upah rendah dan dibawah 

kondisi yang menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan, 

perkembangan fisik maupun mental, dimana terkadang harus  

berpisah/dipisahkan dari kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta 

melakukan berbagai pekerjaan yang bertentangan dengan hukum dan 

delegasi internasional. 

4. Kategorisasi 

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang 

disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat, atau criteria tertentu. 

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian 
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sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian 

pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah 

kebijakan ditetapkan dan disetujui. Untuk analisa dari variabel tersebut. 

TABEL 3.1 

Kategorisasi Penelitian 

No Konsep Teori Kategorisasi 

1 Implementasi Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 

a. Adanya pelaksanaan keputusan 
kebijakan dasar 

b. Adanya tujuan dan sasaran 
yang ingin dicapai. 

c. Adanya tindakan terhadap 
kebijakan yang telah 
ditentukan 
 

2 Pelaksanaan perlindungan 
pekerja anak 

a. Adanya  program perlindungan 
pekerja anak 

b. Adanya pelaksana 
perlindungan pekerja anak 

c. Adanya sanksi dalam 
perlindungan pekerja anak 

 

    Sumber : Hasil Olahan 2017 

5. Narasumber 

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan 

orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka 

pelaksanaan penyelenggaraan perlindunga pekerja anak di Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Deli Serdang. Adapun Narasumber dari penelitian ini sebanyak 5 

orang, yaitu : 

1. Plt.Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

Nama   : Norma Siagian, SE, M.AP 
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Umur   : 46 tahun 

Jabatan  : Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang 

Pendidikan  : S2 

2. Kepala Bidang Peselisihan Hubungan Industrial 

Nama   : Mustamar, SH, MH 

Umur   : 49 tahun 

Jabatan  : Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial 

Pendidikan : S2 

3.  

Nama   : Perdamen S.Pd 

Umur  : 45 

Jabatan : Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

Pendidikan : S1 

4. Pekerja anak 

Nama   : Muhammad Ilham 

Umur  : 16 tahun 

Jabatan  : Pekerja Anak 

Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama) 

5. Pekarja Anak 

Nama  : Fadillah Anjani 

Umur  : 16 tahun  

Jabatan : Pekerja Anak 
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Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama) 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat dan relefan, dan dapat dipertanggung 

jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data 

karena masing-masing mempunyai kelebihan, dan kekurangan. Teknik 

penggumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Data Primer, yang terdiri dari: 

a. Wawancara, antara lain : 

1) Terbuka, peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-

fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang 

ada. 

2) Fokus, responden diwawancarai dalam waktu yang pendek, dan 

3) Terstruktur, menggunakan pertanyaan yang terstruktur. 

b. Observasi 

Peneliti mengadakan pengamatan guna memperoleh data yang 

dibutuhkan sebagai bahan penelitian. 

2. Data Sekunder, peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan reverensi, serta 

naskah lainnya.  Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan 

digunakan sebagai pendukung analisis data 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk 

menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha 
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memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategorisasi dan 

satu uraian dasar. 

Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum,  memilih hal-hal yang pokok,  

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

b. Penyajian Data 

Setelah direduksi, maka data selanjutnya adalah penyajian data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat,  bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori. 

8. Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang jl. 

Karya Utama No.1 Lubuk Pakam. Waktu Penelitian dimulai bulan Februari 2018 

sampai dengan Maret 2018. 
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9. Deskripsi Lokasi Penelitian 

A. Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Deli Serdang, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. 

Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan 

kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Ketenagakerjaan. Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mempunyai motto : “Cepat, Tepat dan 

Berkeadilan”. 

B. Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

Visi : 

“Aman bekerja, tenang berusaha, tersedia tenaga kerja yang terampil” 

Misi : 

1. Meningkatkan sumber daya aparatur yang berkualitas 

2. Meningkatkan sistem mekanisme pelayanan secara transfaran 

3. Meningkatkan sarana dan prasarana 

4. Mengadakan sosialisasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial 

5. Pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 
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6. Program perluasan kesempatan kerja melalui padat karya produktif dan 

infrastruktur 

7. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap 

keselamatan dan kesehata kerja (Tripartit) 

8. Mengadakan sosialisasi UU Ketenagakerjaan terhadap pekerja, pengusaha 

dan serikat pekerja/buruh 

9. Mewujudkan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 

C. Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu 

dinas yang terdapat dalam struktur pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang 

yang mengurusi masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi. Adanya dinas 

ketenaggakerjaan disetiap kabupaten/kota merupakan bentuk pelaksanaan asas 

otonomi daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

yang memberikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut  prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan, Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Deli Serdang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli 

Serdang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Deli Serdang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas 

Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagkerjaan Kabupaten Deli 

Serdang. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan 

dibidang ketenagakerjaan diperlukan pedoman yang mengaturr tentang tugas dan 
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kelembagaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. Hal tersebut diatur 

dalam keputusan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

mempunyai  fungsi : 

a. Pelaksanaan pendataan dan penyusunan data base tenaga kerja daerah 

tentang angkatan kerja yang bekerja dan pengangguran. 

b. Pelaksanaan peningkatan pelatihan peningkatan kualitas dan produktivitas 

kerja berbasis masyarakat dan keliling. 

c. Pelaksanaan pembinaan umum dan tehnis dalam rangka peningkatan 

profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK 

d. Pelaksanaan jejaring terhadap perusahaan dalam rangka penempatan. 

e. Pelaksanaan penyusunan informasi bursa tenaga kerja 

f. Pelaksanaan peningkatan kelembagaan produktivitas dan pelatihan 

kewirausahaan. 

g. Pelaksanaan dan pengadilan penyusunan kebijakan dan standarisasi terhadap 

lembaga penyalur tenaga kerja. 

h. Pelaksanaan penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial. 

i. Pelaksanaan peningkatan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan 

hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

j. Pelaksanaan peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum 

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 

k. Pelaksanaan monitoring dan pemetaan dalam rangka norma 

ketenagakerjaan. 
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l. Pelaksanaaan sosialisasi Undang-Undang ketenagakerjaan terhadap pekerja, 

pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. 

m. Pelaksanaan penyuluhan terhadap pekerja terburuk bagi anak dengan 

melibatkan elemen masyarakat dan pengusaha berdasarkan kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan. 

n. Pelaksanaan penyusunan rencana aksi bagi pekerja terburuk bagi anak. 

o. Pelaksanaan kegiatan padat karya produktif melalui pemebrian kerja kepada 

masyarakat pengangguran. 

D. Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

Pihak-pihak yang mengelolah dalam suatu organisasi diatur sedemikian 

rupa dalam  suatu struktur organisasi struktur merupakan hasil proses 

pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu krangka dasar tertentu 

yang menunjukan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang 

berada di dalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas 

wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas 

bersama-sama secara harmonis. 

Setiap organisasi baik yang besar maupun yang kecil, harus mempunyai 

organisasi yang baik dan disusun sesuai dengan keadaan yang berlaku di 

organisasi tersebut. Struktur organisasi dibentuk menciptakan suatu pola yang 

dapat mempertinggi efektifitas kerja. Dari struktur organisasi ini akan jelas terlihat 

adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian 

dalam organisasi, sehingga terdapat koordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. 

Jadi, dengan adanya struktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang 
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bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan 

dalam organisasi. 

Berdasarkan struktur organisasi, penulis melihat bahwa di Dinas 

Ketenagkerjaan Kabupaten Deli Serdang ini menetapkan bentuk struktur 

organisasi garis, yang menggambarkan hubungan antar bagian secara horizontal 

dan mencermikan wewenang serta tanggung jawab secara vertical. Oleh karena itu 

para bawahan mengenal seorang atasan dan pertanggung jawaban diberikan sesuai 

instruksi atasannya. Sehingga dalam hal ini mudah dilakukan pengawasan dan 

pengalihan wewenang terhadap bawahan. 

Struktur organisasi yang disusun dengan baik dan jelas akan 

mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi digerakan untuk 

menncapai tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari 

bagan organisasi juga dengan mudah dapat dilihat banyak organisasi, jenjang dari 

masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan bagian 

organisasi tersebut. 

Struktur organisasi penting mengingat pembentukan organisasi yang akan 

membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan 

tegas antara satu bagian dengan bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atas 

menengah maupun tingkat bawah. Suatu organisasi harus mempunyai struktur 

organisasi yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang akan dilakukan. 

Struktur organisasi adalah merupakan suatu kerangka kegiatan organisasi 

yang menetukan dan memperjelas tentang pembagian tugas atau pekerjaan, 
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pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem komunikasi yang 

sesuai sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik. 

Dengan adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi dengan jelas 

maka dapat diperoleh keuntungan diantaranya : 

p. Menghindari terjadinya konflik dalam pelaksanaan kerja 

q. Adanya ketegasan dan tanggung jawab dari masing-masing aparat. 

Berdsarkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Nomor 2233 

Tahun 2016 pada tanggal 29 Oktober 2016. Sesuai dengan struktur organisasinya, 

unsur-unsur yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan bidang 

ketenagakerjaan berdasarkan rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

Struktur organisasi Dinas Ketenagakeerjaan Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat 

pada gambar berikut : 
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Gambar 3.2 

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

E. Uraian Tugas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

Berikut ini adalah uraian tugas yang melaksanakan penyelenggaraan 

pelayanan bidang ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang yang terdiri dari : 
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1. Kepala Dinas 

Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. 

Uraian Tugas : 

a) Menetapkan program kegiatan Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan 

hasil evaluasi kegitan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-

udangan yang berlaku. 

b) Melakukan koordinas dengan instansi terkait pelaksanaan tugas-tugas 

ketenagakerjaan. 

c) Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja (Renja) 

serta analisis jabatan (Anjab) pada Dinas Ketenagakerjaan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

d) Mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi 

administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan program. 

e) Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Pelatihan Kerja dan 

Produktivitas, Unit Pelaksana Tehnis Dinas. 

f) Mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) sesuai peraturan yang 

berlaku. 
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g) Menerbitkan Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) sesuai peaturan yang berlaku. 

h) Menerbitkan Pencatatan LKS Biparti, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT), tanda bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sesuai 

peraturan yang berlaku. 

i) Menerbitkan perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

(TKA) Sesuai peraturan yang berlaku. 

j) Menerbitkan surat persetujuan permohonan pendirian Bursa Kerja 

Khusus (BKK) sesuai peraturan yang berlaku. 

k) Menerbitkan izin dan tanda daftar Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

sesuai peraturan yang berlaku.. 

l) Melaksanakan pengawasan terhadap Inventaris Barang dan Asset 

Dinas. 

m) Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Pelayanan 

(SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Ketenagakerjaan. 

n) Melaksanakan monitoring evaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia. 

o) Membuat laporan pelaksanaaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan 

p) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
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bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 

menghindari penyimpangan. 

q) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

2. Sekretaris  

Tugas Pokok : Membantu kepala dinas dalam melaksanakan teknis dan 

administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan dinas. 

Uraian Tugas : 

a) Merumuskan program kegiatan kesekretariatan berdasarkan hasil 

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

b) Mengkoordinasi penyusunana Rencana Strategis (RENSTRA), 

Rencana Kerja (RENJA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), 

Perjanjian Kinerja (PK), Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban 

Kerja (ABK) seta Evaluasi Jabatan pada Dinas Ketenagakerjaan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

c) Menyusun bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan, program, serta evaluasi dan pelaporan. 

d) Merumuskan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas 

bidang secara terpadu. 

e) Mengendalikan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 

penyususnan program, serta evaluasi dan program. 
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f) Mengkoordinasikan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dibidang 

Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, serta Perencanaan 

Program. 

g) Melakukan pembinaan terhadap  Disiplin Pegawai sesuai peraturan 

dan ketentuan yang berlaku. 

h) Melakukan pengawasan terhadap kebersihan , ketertiban, dan 

keamanan lingkungan kantor. 

i) Merumuskan dan mengumpulkan Standar Operasional Prosedur 

kegiatan dinas. 

j) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan. 

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas Pokok : membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi 

surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, administrasi 

kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan asset dinas. 

Uraian Tugas :  

a) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan 

kepegawaian. 

c) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas. 

d) Melaksanakan pengelolaan kearsipan  dan keputusan. 
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e) Mempersiapkan usulan kebutuhan barang dan usulan penghapusan 

barang yang ddikelola dinas. 

f) Melaksanakan pengelolan inventasris barang dan asset dinas. 

g) Mengumpulkan data Standard Operasional Prosedur (SOP), Standard 

Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), serta Analisis 

Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) serta bahan laporan 

kerja instansi pemerintahan dari masing-masing bidang pada Dinas 

Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

h) Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan 

dilingkungan kantor. 

i) Menyususn Standard Operasional Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian. 

j) Melaksanakan monitoring evaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia. 

k) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan. 

l) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program 

Tugas Pokok : Membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana 

anaggaran, penatausahaan pengelolaan keuangan, program kegiatan serta evaluasi 

dan pelaporan. 
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Uraian Tugas : 

a) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Program 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundang-undangan. 

b) Melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan. 

c) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan periode bulanan, 

triwulan, semester, dan tahunan secara berkala. 

d) Meemverifikasi dokumen dan tanda bukti penerimaan dan 

pengeluaran keuangan. 

e) Menyiapkan data perhitungan anggaran dan belanja dinas. 

f) Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen 

keuangan. 

g) Melakukan pengendalian penggunaan anggaran. 

h) Mengumpulkan, mengelolah dan menganalisa data sebagai bahan 

pedoman dalam penyusunan program kerja dan kegiatan dinas. 

i) Menyusun daftar usulan program kegiatan dari masing-masing bidang 

dan Unit Pelaksana Tehnis. 

j) Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan 

(RENJA), dan LKIP dinas. 

k) Menyususn bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan 

Kasubbang Keuangan dan Program. 

l) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
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5. Kepala Bidang Hubungan Industrial dn Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan 

bahan kebijakan teknis dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga 

kerja. 

Uraian Tugas : 

a) Merumuskan program kegiatan bidang hubungan industrial dan 

jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian 

perselisihan. 

c) Melaksanakan pembinaan persyaratan kerja, penyelesaian 

perselisihan hungungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial 

tenaga kerja, organisasi pekerja, organisasi pengusaha baik di 

perusahaan maupun BUMN/BUMD sesuai peraturan dan ketentuan 

yang berlaku. 

d) Melaksanakan survey dalam rangak penempatan Upah Minimum 

Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

e) Mengawasi deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan. 

f) Memvalidasi dokumen peraturan perusahaan, perjanjian kerja 

bersama dan pencatatan persyaratan serikat pekerja/buruh. 
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g) Mengawasi pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Upah 

Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dan Tunjangan Hari Raya 

(THR) keagamaan di perusahaan. 

h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

6. Kepala Seksi Persilisihan Hubungan Industrial 

Tugas Pokok : Membantu kepala bidang hubungan industrial dan jaminan sosial 

tenaga kerja dalam melaksanakan deteksi dini terhadap potensi pesrselisihan 

hubungan industrial 

Uraian Tugas : 

a) Menyusun program kegiatan seksi perselisihan hubungan industrial 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b) Melakukan deteksi dini terhadap potensi perselisihan hubungan 

industrial. 

c) Melakukan mediasi terhadap perselisihan yang timbul di perusahaan 

karena adanya mogok kerja, PHK, mutasi, dan penutupan perusahaan. 

d) Menginventarisir jumlah perselisiham yang masuk dan jumlah anjuran 

yang telah dikeluarkan oleh mediator. 

e) Menyiapkan sarana untuk pelaksanaan sosialisasi dengan perselisihan 

hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pekerja dan 

pengusaha sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
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g) Menyusun standard operasional prosedur seksi perselisihan hubungan 

industrial. 

h) Melaksanakan tuggas kedinassan lain sesuai dengan perintah atasan. 

7. Kepala Seksi Pembinaan Serikat Buruh/Serikat Pekerja 

Tugas Pokok : Membantu kepala bidang hubungan industrial dan jaminan sosial 

tenaga kerja dala menyusun, memverifikasi, menginventarisir jumlah serikat 

buruh/serikat pekerja, organisasi pengusaha Indonesia (APINDO) untuk 

berkoordinasi sesuai dengan peraturan dan kettentua yang berlaku. 

Uraian Tugas : 

a) Menyusun program kegiatan pembinaan seksi serikat buruh/serikat 

pekerja berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Menginventarisir jumlah serikat buruh/serikat pekerja yang ada di 

perusahaan. 

c) Memverifikasi permohonan pencatatan persyaratan serikat 

buruh/serikat pekerja. 

d) Menyusun data dalam rrangka melakukan pembinaan terhadap serikat 

buruh/serikat pekerja. 

e) Melakukan verifikasi keanggotaan serikat buruh/serikat pekerja yang 

tercatat di dinas tenaga kerja. 

f) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
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8. Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Tugas Pokok : membantu kepala bidang hubungan indutrial dan jaminan sosial 

tenaga kerja dalam menyusun, memverifikasi, menginventarisir dokumen 

Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Persyaratan Kerja 

dan Monitoring UMK, UMSK, dan THR di perusahaan. 

Uraian Tugas : 

a) Menyusun program-program kegiatan pembinaan seksi persyaratan 

kerja dan jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun yang sebelumnya dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

b) Memverifikasi dokumen peraturran perusahaan, persyaratan kerja, dan 

perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku. 

c) Menyusun data dasar penetapan upah minimum kabupaten dan upak 

minimum sektoral kabupaten sesuai kebutuhan layak hidup. 

d) Melakukan pendaftaran perjanjian kerja bersama sesuai dengan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

e) Menyiapkan sarana untuk pelaksanaan sosialisasi UMK,UMSK sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

f) Menginventarisir jumlahh perusahaan yang mempunyai peraturan 

persuahaan, perjanjian kerja sama dan persyaratan kerja. 

g) Memfasilitasi pembentukan lembaga kerja bersama bipartitt di 

perusahaan 
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h) Melaksanakan koordinasi dengan BPJS dalam hal melakukan 

penyelesaian hak-hak pekerja. 

i) Melakukan pendataan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di setiap 

perusahaan. 

j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

9. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja  

Tugas Pokok : Membantu kepala dinas dalam penyenggaraan tugas dan 

penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang penempatan tenaga kerja dan 

perluasan kesempatan kerja. 

Uraian Tugas : 

a) Merumuskan program kegiatan pembinaan bidang penempatan tenaga 

kerja dan perluasan kesempatan kerja berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan. 

b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penempatan 

tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. 

c) Mengawasi pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK) kepada pencari 

kerja dan pemberi kerja. 

d) Memvalidasi surat permohonan pengajuan pendirian bursa kerja 

khusus. 

e) Melaksanakan koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan 

penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan 

Antar Kerja Antar Negara (AKAN). 



54 
 

 
 

f) Melakukan pengendalian dan pendataan Tenaga Kerja Asing (TKA). 

g) Melakukan proses perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Asing (IMTA). 

h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dinas. 

10. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja. 

Tugas Pokok : Membantu kepala bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan 

kesempatan kerja dalam menyusun rencana, menginformasikan pasar kerja dan 

penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri. 

Uraian Tugas : 

a) Menyusun program kegiatan seksi penempatan tenaga kerja 

berdasarkan hasil evaluasi kegitan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b) Melaksanakan informasi pasar kerja di dalam dan di luar negeri sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

c) Membuat rekomendasi surat pengantar passport untuk penempatan 

TKI ke luar negeri. 

d) Menyusun data dalam pelaksanaan analisa pasar kerja, penyaluran dan 

penempatan tenaga kerja. 

e) Melaksanakan pendaftaran, perekrutan, dan seleksi tenaga kerja yang 

akan ditempatkan di dalam maupun di luar negeri. 

f) Meneliti surat permohonan pengajuan pendirian BKK (Bursa Kerja 

Khusus) 
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g) Menyusun standard operasional prosedur seksi penempatan tenaga 

kerja. 

h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

11. Kepala Seksi Tenaga Kerja Asing 

Tugas Pokok : Membantu kepala bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan 

kesempatan kerja dalam melakukan pendataan, monitoring dan pembinaan tenaga 

kerja asing yang bekerja di perusahaan di wilayah hukum Kabupaten Deli 

Serdang. 

Uraian Tugas : 

a) Menyusun program-program kegiatan seksi tenaga kerja asing 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b) Melakukan pendataan dan pengawasan terhadap keberadaan tenaga 

kerja asing di perusahaan dalam wilayah hukum Kabupaten Deli 

Serdang. 

c) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap perlindungan tenaga 

kerja asing bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

d) Melakukan monitoring terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada 

di wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang. 

e) Memfasilitasi dan memproses perpanjangan Izin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai ketentuan yang berlaku. 

f) Menyusun standard operasional prosedur seksi tenaga kerja asing. 
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g) Melaksankan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

12. Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Tugas Pokok : Membantu kepala bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan 

kesempatan kerja dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan dan perluasan 

kesempatan kerja bagi penganggur, korban PHK dan penataan persebaran 

penduduk melalui program transmigrasi. 

Uraian Tugas : 

a) Menyusun program-program kegiatan seksi pengembangan dan 

perluasan kesempatan kerja berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya dan peraturan perundang-undangan. 

b) Menyiapkan data untuk pelaksanaan tugas pengembangan dan 

perluasan kesempatan kerja. 

c) Melaksanakan kegiatan padat karya, tenaga kerja mandiri dan 

teknologi tepat guna. 

d) Melakukan monitoring dan evaluasi kepada kelompok-kelompok kerja 

wirausaha baru melalui kegiatan padat karya, tenaga kerja mandiri dan 

teknologi tepat guna. 

e) Menyusun data untuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan 

swasta guna pengembangan perluasan kesempatan kerja. 

f) Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan 

peerluasan kesempatan kerja kepada masyarakat. 

g) Memfasilitasi penataan persebaran penduduk melalui program 

transmigrasi. 
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h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

13. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas 

Tugas Pokok : Membantu kepala dinas dalam penyelenggaraan tugas di bidang 

pelatihan kerja dan produktivitas dan penyusunan kebijakan teknis pelatihan kerja 

dan produktifitas. 

Uraian Tugas : 

a) Merumuskan program bidang pelatihan kerja dan produktivitas 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b) Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelatihan kerja, 

peningkatan produktivitas dan uji kompetensi sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

c) Melaksanakan pengawasan standarisasi, sertifikasi, kompetensi tenaga 

kerja. 

d) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis 

kompetensi di lembaga pelatihan kerja swasta. 

e) Merumuskan analisa kebutuhan pelatihan kerja terhadap kebutuhan 

pasar kerja. 

f) Mengembangkan program pelatihan di lembaga pelatihan kerja baik 

pemerintah, swasta dan perusahaan dalam upaya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia tenaga kerja. 

g) Menyebarluaskan informasi peningkatan produktivitas kepada 

masyarakat atau pelaku usaha. 
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h) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan 

pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas. 

i) Melaksanakan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta . 

j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengn perintah atasan. 

14. Kepala Seksi Kelembagaan Pelatihan 

Tugas Pokok : membantu kepala bidang pelatihan kerja dan produktivitas dalam 

melaksanakan tugas kelembagaan pelatihan dengan memverifikasi dokumen 

permohonan, menyebarluaskan informasi dan regulasi bidang pelatihan kerja 

kepada lembaga pelatihan kerja. 

Uraian Tugas :  

a) Menyusun program seksi kelembagaan pelatihan berdasarkan hasil 

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

b) Memverifikasi dokumen permohonan pendaftaran dan perizinan 

lembaga pelatiahan kerja swsata. 

c) Menyusun bahan informasi untuk kegiatan tahunan di bidang 

kelembagaan pelatihan 

d) Menyusun, merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi di bidang 

pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta. 

e) Menyebarluaskan, informasi dan regulasi bidang pelatihan kerja untuk 

disampaikan kepada lembaga pelatiahn kerja. 

f) Menyusun bahan pembinaan evaluasi pemberian izin lembaga 

pelatihan kerja swasta. 
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g) Melakukan pemberian izin dan tanda daftar lembaga pelatihan kerja 

swasta. 

h) Menyusun standard operasional prosedur seksi kelembagaan pelatihan. 

i) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prsetasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia. 

j) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pegambilan kebijakan. 

k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Penyajian Data 

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama 

penelitian berlangsung atau yang dikenal dengan kualitatif yaitu : data yang 

diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber  yang berwenang untuk 

menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh, maka dalam penelitian ini  

yang menjadi narasumber yaitu : Plt.Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Deli Serdang, Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Kerja Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Seksi Penempatan Tenaga 

Kerja Kabupaten Deli Serdang dan 3 orang pekerja anak yang bekerja di 

Kabupaten Deli Serdang. 

Sesuai data yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang pada tahun 2017, jumlah pekerja anak di Kabupaten Deli Serdang 

sendiri berjumlah 3.723 anak Tentunya hasil tersebut menunjukan bahwa tinggi 

jumlah pekerja anak di Kabupaten Deli Serdang. Berikut jumlah penduduk 

berumur 15 Tahun keatas yang bekerja pada tahun 2017 menurut kelompok umur 

dan jenis kelamin di Kabupaten Deli Serdang. 
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Table 4.1 

Jumlah penduduk berumur 15 Tahun keatas yang bekerja pada 

tahun 2017 

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 
15-18 1.475 2.248 3.723 
19-24 57.357 31.632 88.989 
25-30 79.147 26.962 106.109 
31-34 81.461 32.516 113.977 
35-44 144.295 70.784 215.079 
45-54 102.866 50.109 152.975 
55-59 32.586 18.309 50.895 
60-64 17.527 6.074 23.601 
65+ 12.814 6.644 19.458 

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. 

B. Hasil Penelitian  

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Deli Serdang penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut : 

1. Adanya Pelaksanaan Keputusan Kebijakan Dasar 

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber Ibu Norma Siagian selaku 

Plt.Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan pada 

hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 pukul 09:30 WIB memberi tanggapan atas 

pertanyaan adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar dalam kaitannya beliau 

mengetahui Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang 

merupakan pedoman dari Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dalam 

melaksanakan fungsi dan tugasnya sudah sepenuhnya mengacu kepada Undang-

Undang Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan 
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sejauh ini tidak ada yang menjadi penghambat/kendala, dinas melaksanakannya 

sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 

pukul 10:00 WIB dengan Bapak Mustamar selaku Kepala Bidang Perselisihan 

Industri dalam kaitannya seluruh pegawai Dinas Ketenagakerjaan sudah 

mengetahui mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam melaksanakan 

Undang-Undang tersebut dengan cara mengadakan sosialisasi kepada pengusaha 

yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang terkait tentang 

ketentuan-ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Ketenagakerjaan agar 

pengusaha tidak bisa semena-mena terhadap tenaga kerjanya. Karena Undang-

Undang Ketenagakerjaan merupakan perlindungan untuk semua tenaga kerja. 

Adapun kendala atau hamatan Dinas Ketenagkerjaan dalam melaksanakan 

Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu banyak pengusaha yang sebenarnya sudah 

mengetahui Undang-Undang Ketenagakerjaan akan tetapi belum sepenuhnya 

berpedoman kepada aturan-aturan Undang-Undang tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 

pukul 10:00 WIB dengan Bapak Perdamen selaku Kepala Seksi Penempatan 

Tenaga Kerja beliau mengatakan bahwa dia mengetahui Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dinas 

Ketenagakerjaan melakukan inspeksi ke setiap perusahaan yang terdaftar di Dinas 

Ketenagakerjaan tentang hukum ketenagakerjaan. Serta adapun kendala/hambatan 

Dinas dalam melaksanakan Undang Undang tersebut banyaknya pengusaha yang 

belum sepenuhnya berpedoman kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang 
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sebenarnya pengusaha sudah mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan yang 

terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merupakan bentuk 

perlindungan bagi tenaga kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 

pukul 17:00 WIB dengan Muhammad Ilham selaku pekerja anak dalam kaitannya 

dia tidak memahami dan mengetahui tentang Undang-Undang ketenagakerjaan, 

menurutnya pihak Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, terkait 

tentang kendala yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan 

Undang-Undang Ketenagakerjaan dia tidak mengetahui apa saja yang menjadi 

kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-Undang 

tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 

pukul 15:00 wib dengan dilla selaku pekerja anak dalam kaitannya dia tidak 

mengetahui mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan, menurutnya Dinas 

Ketenagakerjaan Dalam menjalankan Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai 

dengan peraturannya. Terkait tentang kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut dia tidak 

tahu mengenai kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan 

Undang-Undang tersebut. 

2. Adanya Tujuan dan Sasaran yang Ingin dicapai 

Berdasarkan hasil wawancara hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 pukul 

09:30 dengan Nomra Siagian selaku Plt.Kepala Dinas Ketenagakerjaan 
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Kabupaten Deli Serdang beliau mengatakan, dalam meningkatkan kesejateraan 

tenaga kerja dinas ketenagakerjaan memenuhi hak-hak sebagai pekerja yang 

pertama, hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi sebagaimana 

yang diatur dalam pasal 6 UU Ketenagakerjaan, yang kedua, hak memperoleh 

pelatihan kerja yang diatur dalam pasal 11 UU Ketenagakerjaan, yang ketiga, hak 

pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja hak ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 

UU Ketenagakerjaan, yang keempat, hak memilih penempatan kerja yang diatur 

dalam pasal 31 UU Ketenagakerjaan, yang kelima, hak pekerja perempuan yang 

diatur dalam pasal 76 ayat 1-4 dan pasal 81 ayat 1-3 UU Ketenagakerjaan, yang 

keenam, hak lamanya waktu bekerja yang diatur dalam pasal 77 UU 

Ketenagakerjaan, ketujuh, hak bekerja lembur dalam pasal 78 UU 

Ketenagakerjaan, kedelapan, hak istirahat dan cuti bekerja dalam pasal 79 ayat 2 

UU Ketenagakerjaan, kesembilan, hak ibadah yang diatur dalam pasal 80 UU 

Ketenagakerjaan, sepuluh, hak perlindungan kerja diatur dalam pasal 86 UU 

Ketenagakerjaan, sebelas, hak mendapatkan upah , dua belas, hak kesejahteraan 

yang diatur dalam pasal 99 UU Ketenagakerjaan, tiga belas, hak bergabung 

dengan serikat pekerja yang diatur dalam pasal 104 UU Ketenagakerjaan. Beliau 

juga mengatakan Dinas Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan kepada 

pekerja anak, cara Dinas Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada 

pekerja anak yaitu dengan cara memberikan perlindungan sosial berupa 

kesehatan kerja, perlindungan teknis berupa keselamatan kerja, serta 

perlindungan ekonomi yang biasa di sebut jaminan sosial. 
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Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 pukul 

10.00 WIB dengan Bapak Mustamar selaku Kepala Bidang Perselisihan 

Hubungan Industrial dalam kaitannya cara Dinas Ketenagakerjaan meningkatkan 

kesejahteraan tenaga kerja yaitu dengan cara memenuhi hak-hak mereka sebagai 

pekerja seperti memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, 

memperoleh pelatihan kerja, hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja, 

hak memilih penempatan kerja, hak pekerja perempuan, hak lamanya waktu 

bekerja, hak bekerja lembur, hak istirahat dan cuti bekerja, hak ibadah, hak 

perlindungan kerja, hak mendapatkan upah, hak kesejahteraan, dan hak 

bergabung dengan serikat pekerja. Kemudian Dinas Ketenagakerjaan juga 

memberikan perlindungan terhadap pekerja anak, cara Dinas Ketenagakerjaan 

dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak melalui memberikan 

perlindungan sosial berupa kesehatan kerja, perlindungan teknis berupa 

keselamatan kerja, serta perlindungan ekonomi berupa jaminan sosial. 

 Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 23 Februari 2018 pukul 

10:00 wib dengan Bapak Perdamen selaku Kepala Seksi Penempatan Tenaga 

Kerja beliau mengatakan cara dinas dalam meningkatkan kesejahteran tenaaga 

kerja dengan cara meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan cara 

memenuhi apa yang seharusnya memang mereka dapatkan, kita memenuhi hak-

hak mereka sebagai tenaga kerja. Begitu juga halnya dengan pekerja anak, Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang sudah memberikan perlindungan 

kepada pekerja anak, cara dinas dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja 

anak yaitu dengan cara memberikan perlindungan sosial berupa kesehatan kerja, 
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perlindungan teknis berupa keselamatan kerja, dan perlindungan ekonomi berupa 

jaminan sosial. 

 Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 

pukul 17:00 WIB dengan Muhammad Ilham selaku pekerja anak cara Dinas 

Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan cara 

memenuhi hak pekerja tanpa adanya perbedaan antara satu sama lain. Dinas 

Ketenagakerjaan juga sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak, 

dengan cara memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, kesehatan kerja 

dan keselamatan kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 

pukul 15:00 wib dengan dilla selaku pekerja anak dalam kaitannya Dinas 

Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejatheraan tenaga kerja salah satunya 

dengan menetapkan peningkatan upah minimum kerja yang sesuai tanpa harus di 

demo tenaga kerja. Dalam mewujudkan kesejahteraan Dinas Ketenagakerjaan 

juga memberikan perlindungan kepada pekerja anak, cara Dinas Ketenagakerjaan 

dalam meberikan perlindungan kepada pekerja anak dengan cara memberikan 

keselamatan kerja dan jaminan sosial. 

3. Adanya Tindakan Terhadap Kebijakan yang Telah ditentukan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 

pukul 09:30 wib dengan Ibu Norma Siagian selaku Plt.Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan dalam kaitannya peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam menanggulangi pekerja anak dengan menetapkan fokus 

membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan pekerja anak, 
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Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) adalah kegitan yang yang dilakukan untuk 

mengurangi, melindungi, dan mengahpus pekerja anak. Kemudian tindakan Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang  dalam pencegahan terhadap 

penggunaan jasa pekerja anak yaitu dengan cara membentuk komite aksi 

penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, itu kalau ditingkat 

provinsi ditetapkan oleh Gubernur, kalau ditingkat Kabupaten/Kota ditetapkan 

oleh Bupati/Walikota. Adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan Dinas 

Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu pembinaan 

melalui program umum dan program khusus PPA. Yang mana program umum 

PPA itu ada pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis pekerja terburuk 

untuk anak, pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak, pelaksanaan 

sosialisasi umum PPA. Kalau program khusus PPA itu seperti memberikan 

subsidi melalui jalur pendidikan bagi pekerja anak yang putus sekolah dan 

pelatihan keterampilan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018 pukul 

10:00 wib dengan Bapak Mustamar selaku Kepala Bidang Perselisihan Hubungan 

Industrial peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam 

menanggulangi pekerja anak yaitu dengan cara menetapkan fokus membangun 

dan menyempurnakan sistem perlindungan pekerja anak, Penanggulangan Pekerja 

Anak (PPA) merupakan kegitan yang dilakukan untuk mengurangi, melindungi, 

dan menghapus pekerja anak. Adapun tindakan Dinas Ketenagakerjaan dalam 

pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak yaitu melalui penyebarluasan 

atau sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pekerja 
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anak, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, pemantauan,pelaporan, 

serta pemberian sanksi kepada usaha home industry yang terdaftar di Dinas 

Ketenagakerjaan. Serta langkah yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan 

dalam perlindungan pekerja anak yaitu dengan melakukan pembinaan melalui 

program umum dan program khusus PPA. Program umum PPA meliputi  

pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis pekerja terburuk untuk anak, 

pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak, pelaksanaan sosialisasi umum 

PPA. Kalau program khusus PPA seperti memberikan subsidi melalui jalur 

pendidikan bagi pekerja anak yang putus sekolah dan pelatihan keterampilan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 23 Februari 2018 pukul 

10:00 wib dengan Bapak Perdamen selaku Kepala Seksi Penempatan Tenaga 

Kerja, beliau mengatakan Peran Dinas Ketengakerjaan dalam menanggulangi 

pekerja anak dengan menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan sistem 

perlindungan pekerja anak, Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) adalah kegitan 

yang yang dilakukan untuk mengurangi, melindungi, dan mengahpus pekerja 

anak. Kemudian tindakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang  dalam 

pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak dengan membentuk aksi 

penghapusan bentuk-betuk pekerjaan terburuk untuk anak yang ditetapkan oleh 

Bupati. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Dinas lakukan dalam 

pelaksanaan perlindungan pekerja anak meliputi pembinaan melalui program 

umum dan program khusus PPA. Yang mana program umum PPA itu ada 

pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis pekerja terburuk untuk anak, 

pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak, pelaksanaan sosialisasi umum 
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PPA. Kalau program khusus PPA itu seperti memberikan subsidi melalui jalur 

pendidikan bagi pekerja anak yang putus sekolah dan pelatihan keterampilan. 

4. Adanya Program Perlindungan Pekerja Anak. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 21 Februari 2018 pukul 

09:30 wib dengan Ibu Norma Siagian selaku Plt.Kepala Dinas Ketenagakerjaan 

Dalam hal ini beliau mengatakan Dinas Ketenagakerjaan mempunyai program 

dalam pelaksanakan perlindungan pekerja anak, yaitu Program Keluarga Harapan 

atau yang biasa dikenal orang itu PKH, program itu bertujuan untuk membangun 

perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, dan dengan program ini Dinas 

berharap kuantitas pekerja anak yang dilatar belakangi karna faktor ekonomi bisa 

dimanimalisir. Beliau juga mengatakan sejauh ini program tersebut belum begitu 

efektif karena terkadang program masih belum tepat sasaran. Adapun yang 

menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut yaitu kurangnya sumber 

daya manusia yang memadai khususnya untuk tenaga pendamping sebagai 

pelaksana program tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018 pukul 

10:00 wib dengan Bapak Mustamar selaku Kepala Bidang Perselisihan Hubungan 

Industrial, Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak 

telah menjalankan program Pengurangan Pekerja Anak yang bersinergi dengan 

Program Kelurga Harapan (PPA-PKH), yang dibentuk dengan tujuan memberikan 

perlindungan kepada anak yang utamanya adalah untuk mengurangi jumlah 

pekerja anak yang terpaksa putus sekolah karena kondisi ekonomi, beliau 

mengatakan bahwa program sudah dijalankan semaksimal mungkin akan tetapi 
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belum berjalan dengan baik, Adapun yang menjadi kendala/hambatan Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan program ini yaitu 

belum tersedianya data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang belum 

akurat. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 23 Februari 2018 pukul 

10:00 wib dengan Bapak Perdamen selaku Kepala Seksi Penempatan Tenaga 

Kerja, untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan pekerja anak Dinas 

Ketenagakerjaan mempunyai program Penarikan Pekerja Anak  yang bersinergi 

dengan Program Keluarga Harapan PPA-PKH. Program ini mempunyai target 

ditariknya pekerja anak dari tempat kerja secara bertahap agar dapat 

meminimalisir jumlah pekerja anak. Beliau juga mengatakan bahwa program ini 

belum begitu efektif melihat masih banyaknya jumlah pekerja anak di deli 

serdang. Serta adapun yang menajdi kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan 

dalam menjalankan program tersebut yaitu program itu masih terdapat 

diskriminasi anggaran untuk pelayanan sosial baik anggaran APBN maupun 

APBD.  

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 

pukul 17:00 WIB dengan Muhammad Ilham selaku pekerja anak dalam hal ini 

Dinas Ketenagakerjaan telah menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH)  

yang diberikan kepada pekerja anak yang dilatar belakangi karena faktor ekonomi, 

agar dapat meninggalkan sebagai pekerja anak dan melanjutkan kedunia 

pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan dalam menjalankan program tersebut dinilai 

belum efektif karena hanya didapatkan satu tahun sekali. Serta adapun kendala 
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yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam 

menjalankan program tersebut yaitu keberadaan pekerja anak yang sudah nyaman 

di dunia kerja dan malas untuk melanjutka kedunia pendidikan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 

pukul 15:00 wib dengan dilla selaku pekerja anak dalam pelaksanaan 

perlindungan pekerja anak Dinas Ketenagakerjaan mempunyai program PKH 

(Program Keluraga Harapan) yang diberikan untuk pekerja anakyang disebabkan 

karena ekonomi keluarganya lemah yang tidak dapat melanjutkan sekolah dan 

memilih untu bekerja. Dalam pelaksanaan program tersebut Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang telah menjalankannya dengan 

maksimal. Serta adapun yang menjadi hambatan Dinas Ketenagakerjaan dalam 

melaksanakan program tersebut yaitu kurangnya kesadaran diri dari pekerja anak 

untuk tidak ingin melanjutkan kedunia pendidikan dan masih tetap milih untuk 

bekerja karena sudah nyaman dengan bekerja setiap bulannya mendapatkan uang, 

dan sudah lupa tentang pelajaran-pelajaran yang pernah saya dapat membuat saya 

pribadi malas untuk melanjutkan kedunia pendidikan. 

5. Adanya pelaksanaan perlindungan pekerja anak 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu pada tanggal 21 Februari 

2018 pukul 09:30 wib dengan Ibu Norma Siagian selaku Plt.Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan dalam hal ini upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan 

dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu Dinas  Ketenagakerjaan telah 

melakukan bimbingan atau pembinaan kepada pengusaha agar melaksanakan 

peraturan ketenagakerjaan khususnya yang mengatur mengenai perlindungan 
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terhadap pekerja anak. hubungan kerjasama maupun partisipasi antara Dinas 

Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan pekerja 

anak dengan cara dinas minta kepada perusahaan untuk wajib lapor ke dinas 

dengan mencantumkan identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang 

dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan fasilitas 

jaminan sosial. Serta adapun kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak yang 

terletak di jumlah pengawas yang sedikit tidak seimbang dengan jumlah 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 

pulul 10:00 wib dengan Bapak Mustamar selaku Kepala Bidang Perselisihan 

Hubungan Industrial upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam 

pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu melakukan sosialisasi  kepada 

pengusaha, masyarakat tentang paham larangan mempekerjakan anak 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bentuk 

hubungan kerjasama antara Dinas Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam 

melaksanakan perlindungan pekerja anak dengan meminta kepada pengusaha 

untuk melaporkan ke dinas dengan mencantumkan identitas perusahaan, 

klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan 

yang dilakukan, dan fasilitas jaminan sosial. Serta yang menjadi 

kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan 

pekerja anak yaitu terbatasnya anggaran untuk Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Deli Serdang dalam membuat sosialisasi terhadap perlindungan pekerja anak dan 



73 
 

 
 

masih banyak pengusaha yang melaporkan keadaan perusahaan tidak sesuai 

dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 23 Februari 2018 pukul 

10:00 wib dengan Bapak Perdamen selaku Kepala Seksi Penempatan Tenaga 

Kerja, dalam kaitannya upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagajerjaan dalam 

pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu pertama, upaya pencegahan anak, 

dalam arti sebelum terjadinya masalah atau terulangnya suatu msalah, dengan 

tujuan mencegah anak agar tidak memasuki dunia kerja dan anak yang telah 

berhasil ditarik dari dunia kerja tidak kemabali menjadi pekerja lagi. Kedua, 

perlindungan pekerja berupa syarat-syarat dan penegakan hukum, pada dasarnya 

pengusaha di larang mempekerjakan anak namun karena kondisi ekonomi 

masyarakat yang kurang menguntungkan kecil kemungkinan untuk tidak 

melarang anak bekerja. Ketiga kegiatan penghapusan pekerja anak. Adapun 

bentuk hubungan kerjasama antara Dinas Ketenagakerjaan dengan pihak terkait 

dalam melaksanakan perlindungan pekerja anak dengan meminta kepada 

pengusaha untuk melaporkan ke dinas dengan mencantumkan identitas 

perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis 

pekerjaan yang dilakukan, dan fasilitas jaminan sosial. Serta yang menjadi 

kendala Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak 

yaitu tidak terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara anggota masyarakat, 

pengusaha, dan pemerintah secara berkelanjutan. 
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6. Adanya Sanksi dalam Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 

pukul 09:30 wib dengan Ibu Norma Siagian selaku Plt.Dinas Ketenagakerjaan 

dalam kaitannya tindakan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap 

pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak dengan memberikan 

berupa bentuk teguran, peringatan tertulis dan sanksi. Sanksi yang diberikan itu 

berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun, atau dikenakan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai 

dengan ketentuan pasal 183 Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta sanksi 

tersebut hanya di berikan kepada pengusaha yang telah melanggar persyaratan 

penggunaan jasa pekerja anak, tidak kepada si pekerja anaknya.  

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 

pulul 10:00 wib dengan Bapak Mustamar selaku Kepala Bidang Perselisihan 

Hubungan Industrial dalam hal tindakan yang diberikan kepada pelanggaran 

persyaratan penggunaan jasa pekerja anak Dinas Ketenagakerjaan memberikan 

teguran, peringatan tertulis, dan memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan itu 

berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun, atau dikenakan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan sanksi 

ini hanya diberikan kepada pengusaha yang telah melanggar persyaratan 

penggunaan jasa pekerja anak, tidak kepada si pekerja anaknya. 
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Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 23 Februari 2018 pukul 

10:00 wib dengan Bapak Perdamen selaku Kepala Seksi Penempatan Tenaga 

Kerja, dalam hal ini beliau mengatakan hal yang sama yang telah dikatakan Ibu 

Norma dan Bapak Mustamar tindakan yang diberikan kepada pelanggaran 

persyaratan penggunaan jasa pekerja anak Dinas Ketenagakerjaan memberikan 

teguran, peringatan tertulis, dan memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan itu 

berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun, atau dikenakan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan sanksi 

ini hanya diberikan kepada pengusaha yang telah melanggar persyaratan 

penggunaan jasa pekerja anak, tidak kepada si pekerja anaknya. 

C. Pembahasan 

1. Adanya Pelaksanaan Keputusan Kebijakan  Dasar 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan 

bahwa Implementasi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak di Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, dalam melaksanakan keputusan 

kebijakan dasar Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dengan melakukan inspeksi ke setiap perusahaan yang terdaftar 

di Dinas Ketenagakerjaan tentang hukum ketenagakerjaan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Wahab (2008:140) implementasi adalah 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. 

Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan 
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eksekutif penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut 

mengindentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagi cara untuk mengatur 

proses implementasi. 

Oleh karena itu dalam melaksanakan keputusan kebijak dasar Dinas 

Ketenagakerjaan mengadakan sosialisasi kepada pihak terkait mengenai 

ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang 

merupakan salah satu perlindungan bagi setiap tenaga kerja agar pengusaha tidak 

bisa semena mena. 

Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan sudah dilakukan oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan melalui 

inspeksi dan sosialisasi kepada setiap pengusaha yang terdaftar di Dinas 

Ketenagakerjaan tetapi tidak dengan masyarakat yang berperan sebagai tenaga 

kerja sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak tahu 

tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

2. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

Analisis berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak 

sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan di atas, maka apabila dianalisis hasil 

wawancara tersebut untuk tujuan dan sasaran yang ingin dicapai bahwa Dinas 

Ketenagakerjaan sudah memenuhi hak-hak yang harus seharusnya didapat sebagai 

pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan begitu juga dengan pekerja anak. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Anggara (2014:232) implementasi merupakan suatu 

kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan 
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akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu 

kebijakan. 

Oleh karena itu Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang memiliki 

tujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Implementasi Undang-Undang 

No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan 

Perlindungan Pekerja Anak dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai sudah berhasil, Dinas Ketenagakerjaan sudah memenuhi hak-hak 

sebagai pekerja dan sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak berupa 

kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial. 

3. Adanya Tindakan Terhadap Kebijkan yang Telah ditentukan 

Analisis berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak 

sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan di atas, maka apabila dianalisis hasil 

wawancara tersebut untuk tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentukan 

implementor dapat diketahui bahwasanya kinerja implementor sudah cukup baik 

seperti tindakan Dinas dalam pencegahan terhadap pekerja anak dengan 

membentuk komite aksi pengahpusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, 

serta melihat langkah-langkah yang telah dilakukan dinas ketenagakerjaan dalam 

pelaksanaan perlindungan pekerja anak seperti memberikan subsidi melalui jalur 

pendidikan bagi pekerja anak dan pemberdayaan ekonomi pekerja anak. 

Sesuai dengan pendapat Andreson dalam Winarno (2010:21) menjabarkan 

kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan 

oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu 
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persoalan. konsep ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang 

sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. 

Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang 

merupakan pilihan di  antara berbagai alternatif. 

Maka dari itu Dinas Ketenagakerjaan Kabuapten Deli Serdang komitmen 

dalam menjalankan peran dan langkah-langkah yang sudah dilakukan agar 

pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentukan dari para 

implementor sudah cukup baik dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan 

tindakan terhadap kebijakan yang meilputi peren, tindakan, dan langkah yang 

dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak. 

4. Adanya Program Perlindungan Pekerja Anak 

Adanya program yang diajalankan oleh implementor maka segala bentuk 

rencana akan lebih mudah terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan 

dan yang harus dipenuhi dalam proses implementasi yaitu adanya kelompok 

sasaran yang akan menerima manfaat dari program yang dijalankan serta 

terjadinya perubahan dan peningkatan dalam kehidupan , tanpa memberikan 

manfaat kepada sasaran maka bisa dikatakan bahwa program tersebut gagal 

dilaksanakan. 

Sesuai dengan pendapat Dwijowijoto (2003:158) implementasi kebijakan 

publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya, untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah 
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yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-

program dan melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik. 

Analisis berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak 

sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan di atas. Jika dianalisis hasil 

wawancara tersebut untuk adanya program perlindungan pekerja anak 

dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan dalam 

melaksanakan program tersebut. Salah satunya kurangnya sumber daya manusia 

yang memadai khususnya untuk tenaga pendamping sebagai pelaksana program. 

Program yang dijalankan dengan harapan dapat meminimalisir jumlah pekerja  

anak yang di sebabkan karena faktor ekonomi yang lemah sudah dilaksanakan 

dengan baik namun kurangnya kesadaran dari para pekerja anak serta kurangnya 

tenaga pendamping sebagai pelaksana program tersebut membuat belum 

tercapainya tujuan program yang dijalankan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Deli Serdang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program yang 

dijalankan implementor belum tercapai dikarenakan kurangnya tenaga 

pendamping sebagai pelaksana program serta kurangnya kesadaran diri dari para 

pekerja anak untuk ingin melanjutkan pendidikan dan memilih untuk tetap 

bekerja. 

5. Adanya Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak 

Analisis berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak 

sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan di atas. Jika dianalisis hasil 
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wawancara tersebut untuk pelaksanaan perlindunga pekerja anak dikarenakan 

masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak yang 

meliputi jumlah pengawas yang sedikit tidak seimbang dengan jumlah 

perusahaan, sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaa perlindungan 

pekerja anak. Menurut westa pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

oleh suatu badan atau wadah secara berencana , teratur dan terarah guna mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Cara Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan perlindungan pekerja 

anak sudah dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada pengusaha, 

masyarakat tentang paham larangan mempekerjakan anak serta Dinas 

Ketenagakerjaan juga meminta kepada pengusaha untu wajib lapor ke dinas 

dengan mencantumkan  identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang 

dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, serta fasilitas 

jaminan sosial, namun masih banyak pengusaha yang melaporkan keadaan 

perusahaan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini juga 

menyebabkan pelaksanaan perlindungan anak belum berjalan efektif.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan 

pekerja anak belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan jumlah pengawas 

yang sedikit tidak seimbang dengan jumlah perusahaan serta masih banyak 

pengusaha yang melaporkan keadaan perusahaan tidak sesuai dengan keadaan 

perusahaan yang sebenarnya 
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6. Adanya Sanksi Dalam Perlindungan Pekerja Anak 

Analisis berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak 

sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan di atas. Jika dianalisis hasil 

wawancara tersebut untuk adanya sanksi dalam perlindungan pekerja anak belum 

terlaksana dengan efektif dikarena sejauh ini masih belum ada yang mendapatkan 

sanksi pidana padahal kenyataan banyak pengusaha yang mempekrjakan anak 

meskipun sudah ada larangan yang tertulis di Undang-Undang Ketenagakerjaan 

mengenai larangan mempekerjakan anak serta sanksi yang akan diberikan namun 

dalam praktinya masih tetap banyak pengusaha yang menggunakan jasa pekerja 

anak dan melanggar ketentuan syarat-syarat untuk menggunakan jasa pekerja 

anak. 

Menurut R.Subekti sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa 

menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi 

sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri dari kebatalan perbuatan yang 

merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah 

dinyatakan oleh hakim. 

Ketidakesuaian antara tindakan-tindakan para implementor dengan 

peraturan-peraturan yang telah dibuat,dalam hal ini belum ditegakkannya sanksi 

tegas terhadapt pelaku usaha yang memperkjakan anak, sehingga hukuman pidana 

ataupun denda yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan hanya digunakan sebagaai gertakan saja. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi  kebijakan tersebut tidak berjalan 
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efektif dikarenakan kurang tegasnya para implementor dalam memberikan sanksi 

pidana maupun denda kepada pengusaha yang menggunakan jasa pekerja anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Adanya pelaksanaan  keputusan kebijakan dasar. Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan cara mengadakan sosialisasi 

kepada pengusaha yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang terkait tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di Undang-

Undang Ketenagakerjaan, namun tidak kepada masyarakat selaku tenga kerja 

sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui ketentuan-

ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

2. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sudah berjalan dengain baik, pihak 

dinas dalam hal ini suah memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan 

sebagai pekerja, seperti memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, 

memperoleh pelatihan kerja, hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi 

kerja, hak memilih penempatan kerja, hak pekerja perempuan, hak lamanya 

waktu bekerja, hak bekerja lembur, hak istirahat dan cuti bekerja, hak ibadah, 

hak perlindungan kerja, hak mendapatkan upah, hak kesejahteraan, dan hak 

bergabung dengan serikat pekerja. Begitu juga dengan perlindungan terhadap 

pekerja anak dengan memberikan perlindungan sosial, perlindungan teknis, 

dan perlindungan ekonomi. 
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3. Tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentukan sudah berjalan dengan 

efektif Dinas Ketenagakerjaan telah menetapkan fokus membangun dan 

menyempurnakan sistem perlindungan pekerja anak, Penanggulangan Pekerja 

Anak (PPA) yang dilakukan untuk mengurangi, melindungi, dan mengahpus 

pekerja anak. 

4. Adapun program yang dijalankan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja 

anak, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 

Program Penarikan Pekerja Anak yang disinergikan dengan Program 

Keluarga Harapan PPA-PKH dengan harapan kuantitas pekerja anak yang 

dilatar belakangi karena faktor ekonomi dapat diminimalisir namun dalam 

pelaksanaannya masih dianggap belum maksimal karena angka pekerja anak 

di Kabupaten Deli Serdang masih terbilang tinggi serta kurangnya sumber 

daya manusia sumber daya manusia yang memadai khususnya untuk tenaga 

pendamping sebagai pelaksana program tersebut. 

5. Adanya pelaksanaan perlindungan pekerja anak, dalam hal ini Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang telah melakukan bimbingan atau 

pembinaan kepada perusahaan dalam melaksanakan perlindungan pekerja 

anak. Perusahaan diminta untuk wajib lapor ke Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Deli Serdang dengan mencantumkan identitas perusahaan, 

klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan 

yang dilakukan, dan fasilitas jaminan sosial. Namun pelaksanaan 

perlindungan pekerja anak belum berjalan maksimal melihat jumlah 

pengawas yang sedikit tidak seimbang dengan jumlah pengusaha yang 
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terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan serta masih banyak pengusaha yang 

melaporkan keadaan pengusaha tidak sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

6. Adanya sanksi dalam perlindungan pekerja anak seperti memberikan teguran, 

peringatan tertulis dan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa pidana pe njara 

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, atau dikenakan 

denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun dalam 

paraktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara tindakan dengan peraturan 

sanksi yang telah dibuat, sehingga sanksi tersebut hanyalah dianggap sebagai 

gertakan saja. 

B. Saran 

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan, maka beberapa 

saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya upaya penyebarluasan atau sosialisasi mengenai Perundang-

Undangan yang berkaitan dengan pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan 

terburuk bagi anak.  

2. Dibentuknya sebuah Peraturan Daerah mengenai pekerja anak terutama dalam 

rangka memberikan kepastian perlindungan terhadap pekerja anak. 

3. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang harus lebih tegas dalam 

mengambil tindakan terkait pengusaha yang mempekrjakan anak, sehingga 

pelaku usaha tidak lagi mempekerjakan anak. 
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4. Sebaiknya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang lebih 

mengefektifkan Program Penarikan Pekerja anak yang bersinergi dengan 

Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) karena menurut penulis  program ini 

dapat meminimalisir jumlah pekerja anak yang dilatar belakangi karena faktor 

ekonomi.  

5. Diperlukan penambahan pegawai dalam pengawasan ketenagakerjaan di Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, agar sumber daya manusia tidak 

lagi menjadi hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. 

6. Diharapkan para implementor lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap 

pengusaha yang menggunakan jasa pekerja anak tanpa memenuhi persyaratan 

yang tertulis di Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga dapat memberikan 

efek jera kepada pihak terkait. 
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DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA 

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan 

Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

Biodata Narasumber 

Nama   : 

Jenis Kelamin : 

Jabatan  : 

Pendidikan  : 

Umur   : 

Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. 

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Undang-Undang tentang 

ketenagakerjaan? 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 

kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan? 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut? 

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejateraan 

tenaga kerja? 



2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada 

pekerja anak dalam  mewujudkan kesejahteraan? 

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meberikan perlindungan 

kepada pekerja anak? 

c) Adanya tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentuakan. 

1. Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam 

menanggulangi pekerja anak? 

2. Bagaimana tindakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang  

dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak? 

3. Langkah apa saja yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Konsep Teori Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak 

a) Adanya program perlindungan pekerja anak. 

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan 

pekerja anak? 

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien? 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam menjalankan program tersebut? 

b) Adanya pelaksanaan perlindunga pekerja anak. 

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam 

pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 



2. Bagaimana hubungan kerjasama maupun partisipasi antara Dinas 

Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan 

pekerja anak? 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

c) Adanya sanksi dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak. 

1. Tindakan apa yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap 

pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak? 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan sanksi kepada 

perusahaan yang menggunakan jasa pekerja anak? 

3. Apakah sanksi tersebut hanya berlaku untuk pengusaha saja? 
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JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan 

Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

Biodata Narasumber 

Nama    : Norma Siagian, SE, M.AP 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Jabatan   : Plt.Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang 

Pendidikan   : S2 

Umur    : 46 tahun  

Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. 

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Undang-Undang tentang 

ketenagakerjaan? 

Jawab : Beliau mengatakan bahwa dia sudah sangat mengetahui Undang-

Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun2003. 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 

kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan? 

Jawab : Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan peran dan 

kedudukannya mengacu penuh kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan 



yang merupakan pedoman dari Dinas Ketenagakerjaan yang melaksanakan 

urusan dibidang tenaga kerja 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut? 

Jawab : Sejauh ini belum terdapat kendala, kami melaksanakannya sesuai 

dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejateraan 

tenaga kerja? 

Jawab : Beliau mengatakan cara Dinas Ketenagakerjaan dalam 

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yaitu dengan memenuhi hak-hak 

mereka sebagai pekerja, yang pertama, hak memperoleh perlakuan yang 

sama tanpa diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 UU 

Ketenagakerjaan, yang kedua, hak memperoleh pelatihan kerja yang diatur 

dalam pasal 11 UU Ketenagakerjaan, yang ketiga, hak pengakuan 

kompetensi dan kualifikasi kerja hak ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU 

Ketenagakerjaan, yang keempat, hak memilih penempatan kerja yang 

diatur dalam pasal 31 UU Ketenagakerjaan, yang kelima, hak pekerja 

perempuan yang diatur dalam pasal 76 ayat 1-4 dan pasal 81 ayat 1-3 UU 

Ketenagakerjaan, yang keenam, hak lamanya waktu bekerja yang diatur 

dalam pasal 77 UU Ketenagakerjaan, ketujuh, hak bekerja lembur dalam 

pasal 78 UU Ketenagakerjaan, kedelapan, hak istirahat dan cuti bekerja 

dalam pasal 79 ayat 2 UU Ketenagakerjaan, kesembilan, hak ibadah yang 



diatur dalam pasal 80 UU Ketenagakerjaan, sepuluh, hak perlindungan 

kerja diatur dalam pasal 86 UU Ketenagakerjaan, sebelas, hak 

mendapatkan upah , dua belas, hak kesejahteraan yang diatur dalam pasal 

99 UU Ketenagakerjaan, tiga belas, hak bergabung dengan serikat pekerja 

yang diatur dalam pasal 104 UU Ketenagakerjaan. 

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada 

pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan? 

Jawab : Beliau menagatakn sudah memberikan perlindungan terhadap 

pekerja anak 

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meberikan perlindungan 

kepada pekerja anak? 

Jawab : Cara Dinas dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak 

dengan cara memberikan perlindungan sosial berupa kesehatan kerja, 

perlindungan teknis berupa keselamatan kerja, serta perlindungan ekonomi 

yang biasa disebut jaminan sosial. 

c) Adanya tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentuakan. 

1. Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam 

menanggulangi pekerja anak? 

Jawab : Menurut beliau dengan menetapkan fokus membangun dan 

menyempurnakan sistem perlindungan pekerja anak, Penanggulangan 

Pekerja Anak (PPA) adalah kegitan yang yang dilakukan untuk 

mengurangi, melindungi, dan mengahpus pekerja anak. 



2. Bagaimana tindakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang  

dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak? 

Jawab : Dinas membentuk komite aksi penghapusan bentuk-bentuk 

pekerjaan terburuk untuk anak, itu kalau ditingkat provinsi ditetapkan oleh 

Gubernur, kalau ditingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota. 

3. Langkah apa saja yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : Langkah-langkah yang sudah kami lakukan itu pembinaan 

melalui program umum dan program khusus PPA. Yang mana program 

umum PPA itu ada pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis 

pekerja terburuk untuk anak, pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja 

anak, pelaksanaan sosialisasi umum PPA. Kalau program khusus PPA itu 

seperti memberikan subsidi melalui jalur pendidikan bagi pekerja anak 

yang putus sekolah dan pelatihan keterampilan. 

Konsep Teori Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak 

a) Adanya program perlindungan pekerja anak. 

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan 

pekerja anak? 

Jawab : Ada, kami punya Program Keluarga Harapan atau yang biasa 

dikenal orang itu PKH, program itu tujuannya untuk membangun 

perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, dengan program ini kita 



berharap kuantitas pekerja anak yang dilatar belakangi karna faktor 

ekonomi bisa dimanimalisir. 

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien? 

Jawab : Kalau menurut saya pribadi sih sejauh ini belum begitu efektif 

karena terkadang program masih belum tepat sasaran dn masih banyak 

warda yang belum terdata untuk yang pantas mendapatkan program ini 

maupun yang sudah mendapatkan. 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam menjalankan program tersebut? 

Jawab : Beliau menjawab yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 

program tersebut yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai 

khususnya untuk tenaga pendamping sebagai pelaksana program tersebut. 

b) Adanya pelaksanaan perlindunga pekerja anak. 

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam 

pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : Dinas telah melakukan bimbingan atau pembinaan kepada 

pengusaha agar melaksanakan peraturan ketenagakerjaan khususnya yang 

mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja anak. 

2. Bagaimana hubungan kerjasama maupun partisipasi antara Dinas 

Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan 

pekerja anak? 

Jawab : bentuk hubungan kerjasamanya itu kami minta kepada 

perusahaan untuk wajib lapor ke dinas dengan mencantumkan identitas 



perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, 

jenis pekerjaan yang dilakukan, dan fasilitas jaminan sosial. 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : Kalau masalah hambatannya itu mungkin terletak di jumlah 

pengawas yang sedikit tidak seimbang dengan jumlah perusahaan. 

c) Adanya sanksi dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak. 

1. Tindakan apa yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap 

pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak? 

Jawab : Tindakan yang kami berikan berupa bentuk teguran, peringatan 

tertulis dan sanksi 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan sanksi kepada 

perusahaan yang menggunakan jasa pekerja anak? 

Jawab : sanksi yang diberikan itu berupa pidana penjara paling singkat 2 

(dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, atau dikenakan denda paling 

sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 

183 Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

3. Apakah sanksi tersebut hanya berlaku untuk pengusaha saja? 

Jawab : beliau mengatakan sanksi tersebut hanya di berikan kepada 

pengusaha yang telah melanggar persyaratan penggunaan jasa pekerja 

anak, tidak kepada si pekerja anaknya.  
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Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

Biodata Narasumber 
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Jenis Kelamin   : Laki-laki 
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Umur    : 49 tahun 

Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

a)  Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. 

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Undang-Undang tentang 

ketenagakerjaan? 

Jawab : Beliau menjawab sudah Dinas Ketenagakerjaan memang mengacu 

kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 

kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan? 

Jawab : Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dengan cara mengadakan sosialisasi kepada pengusaha 

yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang terkait 

tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di Undang-Undang 



Ketenagakerjaan agar pengusaha tidak bisa semena-mena terhadap tenaga 

kerjanya. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan 

perlindungan untuk semua tenaga kerja. 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut? 

Jawab : hambatan Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-

Undang Ketenagaerjaan, banyak pengusaha sudah mengetahui Undang-

Undang Ketenagakerjaan akan tetapi belum sepenuhnya berpedoman 

kepada aturan-aturan Undang-Undang tersebut. 

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejateraan 

tenaga kerja? 

Jawab : Dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja biasanya kami 

memenuhi hak-hak mereka sebagai pekerja seperti memperoleh perlakuan 

yang sama tanpa diskriminasi, memperoleh pelatihan kerja, hak pengakuan 

kompetensi dan kualifikasi kerja, hak memilih penempatan kerja, hak 

pekerja perempuan, hak lamanya waktu bekerja, hak bekerja lembur, hak 

istirahat dan cuti bekerja, hak ibadah, hak perlindungan kerja, hak 

mendapatkan upah, hak kesejahteraan, dan hak bergabung dengan serikat 

pekerja. 

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada 

pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan? 



Jawab : sudah, kami sudah memberikan perlindungan terhadap anak-anak 

yang bekerja 

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meberikan perlindungan 

kepada pekerja anak? 

Jawab : cara dinas memberikan terhadap pekerja anak yaitu dengan cara 

memberikan perlindungan sosial berupa kesehatan kerja, perlindungan 

teknis berupa keselamatan kerja, serta perlindungan ekonomi berupa 

jaminan sosial. 

c) Adanya tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentuakan. 

1. Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam 

menanggulangi pekerja anak? 

Jawab : Dalam menanggulangi pekerja anak Dinas Ketenagakerjaan 

menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan 

pekerja anak, Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) merupakan kegitan 

yang dilakukan untuk mengurangi, melindungi, dan menghapus pekerja 

anak. 

2. Bagaimana tindakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang  

dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak? 

Jawab : Tindakan Dinas Ketenagakerjaan dalam pencegahan terhadap 

penggunaan jasa pekerja anak yaitu melalui penyebarluasan atau 

sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pekerja 

anak, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, 



pemantauan,pelaporan, serta pemberian sanksi kepada usaha home 

industry yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan. 

3. Langkah apa saja yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : Langkah-langkah yang sudah kami lakukan itu pembinaan melalui 

program umum dan program khusus PPA. Yang mana program umum 

PPA itu ada pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis pekerja 

terburuk untuk anak, pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak, 

pelaksanaan sosialisasi umum PPA. Kalau program khusus PPA itu seperti 

memberikan subsidi melalui jalur pendidikan bagi pekerja anak yang putus 

sekolah dan pelatihan keterampilan. 

Konsep Teori Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak 

a) Adanya program perlindungan pekerja anak. 

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan 

pekerja anak? 

Jawab : dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak kami menjalankan 

program Pengurangan Pekerja Anak yang bersinergi dengan Program 

Kelurga Harapan (PPA-PKH), yang dibentuk dengan tujuan memberikan 

perlindungan kepada anak yang utamanya adalah untuk mengurangi 

jumlah pekerja anak yang terpaksa putus sekolah karena kondisi ekonomi . 

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien? 

Jawab : Beliau menjawab kalau menurut saya pribadi program sudah 

dijalankan semaksimal mungkin akan tetapi belum berjalan dengan baik. 



3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam menjalankan program tersebut? 

Jawab : Kendala Dinas Ketenagakerjaan dalam menjalankan program  

tersebut yaitu belum tersedianya data Rumah Tangga Sangat Miskin 

(RTSM) yang belum akurat. 

a) Adanya pelaksanaan perlindunga pekerja anak. 

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam 

pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : Upaya dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak Dinas 

melakukan sosialisasi  kepada pengusaha, masyarakat tentang paham 

larangan mempekerjakan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Ketenagakerjaan. 

2. Bagaimana hubungan kerjasama maupun partisipasi antara Dinas 

Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan 

pekerja anak? 

Jawab : kami meminta kepada pengusaha untuk melaporkan ke dinas 

dengan mencantumkan identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang 

dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan 

fasilitas jaminan sosial. 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan pekerja 

anak yaitu terbatasnya anggaran untuk Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 



Deli Serdang dalam membuat sosialisasi terhadap perlindungan pekerja 

anak dan masih banyak pengusaha yang melaporkan keadaan perusahaan 

tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. 

b) Adanya sanksi dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak. 

1. Tindakan apa yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap 

pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak? 

Jawab : Tindakan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap 

pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak yaitu biasanya 

kami memberikan teguran, peringatan tertulis, dan memberikan sanksi. 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan sanksi kepada 

perusahaan yang menggunakan jasa pekerja anak? 

Jawab : Sanksi yang diberi itu sesuai dengan Undang-undang 

Ketenagakerjaan pasal 183 berupa sanksi pidana  paling singkat 2 (dua) 

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

3. Apakah sanksi tersebut hanya berlaku untuk pengusaha saja? 

Jawab : iya sanksi yang diberikan tersebut hanya berlaku untuk pengusaha 

yang telah melanggar persyaratan pengggunaan jasa pekerja anak, tidak 

dengan pekerja anaknya. 

 

 



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA 

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan 

Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

Biodata Narasumber 

Nama    : Perdamen Tarigan, SPd 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Jabatan   : Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

Pendidikan   : S1 

Umur    : 45 tahun 

Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. 

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Undang-Undang tentang 

ketenagakerjaan? 

Jawab : Sudah, Dinas Ketenagakerjaan memang mengacu kepada Undang-

Undang Ketenagakerjaan 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 

kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan? 

Jawab : Beliau mengatakan, Dinas Ketenagakerjaan melakukan inspeksi 

ke setiap perusahaan yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan tentang 

hukum ketenagakerjaan. 



3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut? 

Jawab : banyaknya pengusaha yang belum sepenuhnya berpedoman 

kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mana sebenarnya 

pengusaha sudah mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat 

pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merupakan bentuk 

perlindungan bagi tenaga kerja. 

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejateraan 

tenaga kerja? 

Jawab : Cara dinas dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja 

dengan cara memenuhi apa yang seharusnya memang mereka dapatkan, 

kita memenuhi hak-hak mereka sebagai tenaga kerja. 

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada 

pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan? 

Jawab : Sudah, dinas juga memberikan perlindungan terhadap pekerja 

anak. 

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meberikan perlindungan 

kepada pekerja anakt? 

Jawab : Beliau menjawab cara dinas dalam memberikan perlindungan 

terhadap pekerja anak yaitu dengan cara memberikan perlindungan sosial 

berupa kesehatan kerja, perlindungan teknis berupa keselamatan kerja, dan 

perlindungan ekonomi berupa jaminan sosial. 



c) Adanya tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentuakan. 

1. Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam 

menanggulangi pekerja anak? 

Jawab : Peran Dinas Ketengakerjaan dalam menanggulangi pekerja anak 

dengan menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan sistem 

perlindungan pekerja anak, Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) adalah 

kegitan yang yang dilakukan untuk mengurangi, melindungi, dan 

mengahpus pekerja anak. 

2. Bagaimana tindakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang  

dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak? 

Jawab : Dinas membentuk aksi penghapusan bentuk-betuk pekerjaan 

terburuk untuk anak yang ditetapkan oleh Bupati. 

3. Langkah apa saja yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : Langkah-langkah yang sudah kami lakukan itu pembinaan melalui 

program umum dan program khusus PPA. Yang mana program umum 

PPA itu ada pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis pekerja 

terburuk untuk anak, pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak, 

pelaksanaan sosialisasi umum PPA. Kalau program khusus PPA itu seperti 

memberikan subsidi melalui jalur pendidikan bagi pekerja anak yang putus 

sekolah dan pelatihan keterampilan. 

 

 



Konsep Teori Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak 

a)  Adanya program perlindungan pekerja anak. 

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan 

pekerja anak? 

Jawab : kami punya program Penarikan Pekerja Anak  yang bersinergi 

dengan Program Keluarga Harapan PPA-PKH program ini mempunyai 

target ditariknya pekerja anak dari tempat kerja secara bertahap agar dapat 

meminimalisir jumlah pekerja anak. 

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien? 

Jawab : Beliau menjawab bahwa program ini belum begitu efektif melihat 

masih banyaknya jumlah pekerja anak di deli serdang. 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam menjalankan program tersebut? 

Jawab : Menurut beliau hambatan dalam menjalankan program itu masih 

terdapat diskriminasi anggaran untuk pelayanan sosial baik anggaran 

APBN maupun APBD.  

b) Adanya pelaksanaan perlindunga pekerja anak. 

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam 

pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : Upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagajerjaan dalam 

pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu pertama, upaya pencegahan 

anak, dalam arti sebelum terjadinya masalah atau terulangnya suatu 

msalah, dengan tujuan mencegah anak agar tidak memasuki dunia kerja 



dan anak yang telah berhasil ditarik dari dunia kerja tidak kemabali 

menjadi pekerja lagi. Kedua, perlindungan pekerja berupa syarat-syarat 

dan penegakan hukum, pada dasarnya pengusaha di larang 

mempekerjakan anak namun karena kondisi ekonomi masyarakat yang 

kurang menguntungkan kecil kemungkinan untuk tidak melarang anak 

bekerja. Ketiga kegiatan penghapusan pekerja anak. 

2. Bagaimana hubungan kerjasama maupun partisipasi antara Dinas 

Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan 

pekerja anak? 

Jawab : kami meminta kepada pengusaha untuk melaporkan ke dinas 

dengan mencantumkan identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang 

dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan 

fasilitas jaminan sosial. 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : Beliau menjawab tidak terjalinnya kerjasama dan koordinasi 

antara anggota masyarakat, pengusaha, dan pemerintah secara 

berkelanjutan. 

c) Adanya sanksi dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak. 

1. Tindakan apa yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap 

pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak? 

Jawab : Beliau menjawab tindakan Dinas Ketenagakerjaan terhadap 

pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak yaitu memberi 



teguran berupa surat peringatan, pembatasan kegiatan usaha, pengentian 

sementara sebagian alat produksi dan pemberian sanksi. 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan sanksi kepada 

perusahaan yang menggunakan jasa pekerja anak? 

Jawab : Sanksi yang diberi itu sesuai dengan Undang-undang 

Ketenagakerjaan pasal 183 berupa sanksi pidana  paling singkat 2 (dua) 

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3. Apakah sanksi tersebut hanya berlaku untuk pengusaha saja? 

Jawab : iya sanksi yang diberikan tersebut hanya berlaku untuk pengusaha 

yang telah melanggar persyaratan pengggunaan jasa pekerja anak, tidak 

dengan pekerja anaknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA 

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan 

Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

Biodata Narasumber 

Nama    : Muhammad Ilham 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Status     : Pekerja Anak  

Pendidikan   : SMP (Sekolah Menengah Pertama) 

Umur    : 16 Tahun 

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. 

1. Apakah adik sudah mengetahui Undang-Undang tentang ketenagakerjaan? 

Jawab : Beliau mengatakan, bahwa dia tidak mengetahui apa itu Undang-

Undang Ketenagakerjaan. 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 

kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 

Jawab : Menurut saya pihak Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan kebijakan 

tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut? 

Jawab : beliau menjawab, bahwa dia tidak mengetahui kendala/hambatan pada 

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan Undang-

Undang Ketenagakerjaan. 



b)  Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga 

kerja? 

Jawab : Setahu saya cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan 

kesejahteraan itu dengan cara memenuhi hak pekerja tanpa adanya perbedaan 

anatara satu sama lain. 

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada 

pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan? 

Jawab : Sudah, Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan 

kepada pekerja anak. 

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meberikan perlindungan 

kepada pekerja anak? 

Jawab : Beliau menjawab, seperti yang saya dapatkan Dinas Ketenagakerjaan 

memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, kesehatan kerja dan 

keselamatan kerja. 

c) Adanya program perlindungan pekerja anak. 

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan 

pekerja anak? 

Jawab : Ada, nama program itu Program Keluarga Harapan (PKH)  yang 

diberikan kepada pekerja anak yang dilatar belakangi karena faktor ekonomi, 

agar dapat meninggalkan sebagai pekerja anak dan melanjutkan kedunia 

pendidikan. 

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien? 



Jawab : Menurut saya program ini belum efektif karena hanya saya dapatkan 

setahun sekali 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

dalam menjalankan program tersebut? 

Jawab : keberadaan pekerja anak yang sudah nyaman di dunia kerja dan malas 

untuk melanjutkan ke dunia pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA 

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan 

Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

Biodata Narasumber 

Nama    : Fadillah Anjani 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Jabatan   : Pekerja Anak 

Pendidikan   : SMP (Sekolah Menengah Pertama) 

Umur    : 16 tahun 

Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. 

1. Apakah adik sudah mengetahui Undang-Undang tentang ketenagakerjaan? 

Jawab : Beliau mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang Undang-

Undang Ketenagakerjaan. 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 

kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 

Jawab : Saya rasa Dinas Ketenagakerjaan Dalam menjalankan Undang-

Undang Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturannya. 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut? 

Jawab : Saya tidak tahu mengenai kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan 

dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut. 



b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejateraan tenaga 

kerja? 

Jawab : Saya kira Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejatheraan 

tenaga kerja yaitu salah satunya menetapkan peningkatan upah minimum kerja 

yang sesuai tanpa harus di demo tenaga kerja. 

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada 

pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan? 

Jawab : Saya rasa sudah 

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meberikan perlindungan 

kepada pekerja anak? 

Jawab : Seperti yang saya dapatkan Dinas Ketenagakerjaan memberikan 

keselamatan kerja dan jaminan sosial. 

c) Adanya program perlindungan pekerja anak. 

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan 

pekerja anak? 

Jawab : ada, saya mendapatkan program PKH (Program Keluarga Harapan), 

program ini diberikan untuk pekerja anak yang disebabkan karena ekonomi 

keluarganya lemah yang tidak dapat melanjutkan sekolah dan memilih untuk 

bekerja. 

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien? 

Jawab : program ini sudah dijalankan dengan maksimal 



3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

dalam menjalankan program tersebut? 

Jawab : beliau mengatakan kurangnya kesadaran diri dari pekerja anak untuk 

tidak ingin melanjutkan kedunia pendidikan dan masih tetap milih untuk 

bekerja karena sudah nyaman dengan bekerja setiap bulannya mendapatkan 

uang, dan sudah lupa tentang pelajaran-pelajaran yang pernah saya dapat 

membuat saya pribadi malas untuk melanjutkan kedunia pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA 

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan 

Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

Biodata Narasumber 

Nama    : Norma Siagian, SE, M.AP 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Jabatan   : Plt.Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang 

Pendidikan   : S2 

Umur    : 46 tahun  

Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. 

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Undang-Undang tentang 

ketenagakerjaan? 

Jawab : Beliau mengatakan bahwa dia sudah sangat mengetahui Undang-

Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun2003. 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 

kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan? 

Jawab : Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan peran dan 

kedudukannya mengacu penuh kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan 



yang merupakan pedoman dari Dinas Ketenagakerjaan yang melaksanakan 

urusan dibidang tenaga kerja 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut? 

Jawab : Sejauh ini belum terdapat kendala, kami melaksanakannya sesuai 

dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejateraan 

tenaga kerja? 

Jawab : Beliau mengatakan cara Dinas Ketenagakerjaan dalam 

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yaitu dengan memenuhi hak-hak 

mereka sebagai pekerja, yang pertama, hak memperoleh perlakuan yang 

sama tanpa diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 UU 

Ketenagakerjaan, yang kedua, hak memperoleh pelatihan kerja yang diatur 

dalam pasal 11 UU Ketenagakerjaan, yang ketiga, hak pengakuan 

kompetensi dan kualifikasi kerja hak ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU 

Ketenagakerjaan, yang keempat, hak memilih penempatan kerja yang 

diatur dalam pasal 31 UU Ketenagakerjaan, yang kelima, hak pekerja 

perempuan yang diatur dalam pasal 76 ayat 1-4 dan pasal 81 ayat 1-3 UU 

Ketenagakerjaan, yang keenam, hak lamanya waktu bekerja yang diatur 

dalam pasal 77 UU Ketenagakerjaan, ketujuh, hak bekerja lembur dalam 

pasal 78 UU Ketenagakerjaan, kedelapan, hak istirahat dan cuti bekerja 

dalam pasal 79 ayat 2 UU Ketenagakerjaan, kesembilan, hak ibadah yang 



diatur dalam pasal 80 UU Ketenagakerjaan, sepuluh, hak perlindungan 

kerja diatur dalam pasal 86 UU Ketenagakerjaan, sebelas, hak 

mendapatkan upah , dua belas, hak kesejahteraan yang diatur dalam pasal 

99 UU Ketenagakerjaan, tiga belas, hak bergabung dengan serikat pekerja 

yang diatur dalam pasal 104 UU Ketenagakerjaan. 

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada 

pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan? 

Jawab : Beliau menagatakn sudah memberikan perlindungan terhadap 

pekerja anak 

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meberikan perlindungan 

kepada pekerja anak? 

Jawab : Cara Dinas dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak 

dengan cara memberikan perlindungan sosial berupa kesehatan kerja, 

perlindungan teknis berupa keselamatan kerja, serta perlindungan ekonomi 

yang biasa disebut jaminan sosial. 

c) Adanya tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentuakan. 

1. Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam 

menanggulangi pekerja anak? 

Jawab : Menurut beliau dengan menetapkan fokus membangun dan 

menyempurnakan sistem perlindungan pekerja anak, Penanggulangan 

Pekerja Anak (PPA) adalah kegitan yang yang dilakukan untuk 

mengurangi, melindungi, dan mengahpus pekerja anak. 



2. Bagaimana tindakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang  

dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak? 

Jawab : Dinas membentuk komite aksi penghapusan bentuk-bentuk 

pekerjaan terburuk untuk anak, itu kalau ditingkat provinsi ditetapkan oleh 

Gubernur, kalau ditingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota. 

3. Langkah apa saja yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : Langkah-langkah yang sudah kami lakukan itu pembinaan 

melalui program umum dan program khusus PPA. Yang mana program 

umum PPA itu ada pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis 

pekerja terburuk untuk anak, pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja 

anak, pelaksanaan sosialisasi umum PPA. Kalau program khusus PPA itu 

seperti memberikan subsidi melalui jalur pendidikan bagi pekerja anak 

yang putus sekolah dan pelatihan keterampilan. 

Konsep Teori Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak 

a) Adanya program perlindungan pekerja anak. 

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan 

pekerja anak? 

Jawab : Ada, kami punya Program Keluarga Harapan atau yang biasa 

dikenal orang itu PKH, program itu tujuannya untuk membangun 

perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, dengan program ini kita 



berharap kuantitas pekerja anak yang dilatar belakangi karna faktor 

ekonomi bisa dimanimalisir. 

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien? 

Jawab : Kalau menurut saya pribadi sih sejauh ini belum begitu efektif 

karena terkadang program masih belum tepat sasaran dn masih banyak 

warda yang belum terdata untuk yang pantas mendapatkan program ini 

maupun yang sudah mendapatkan. 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam menjalankan program tersebut? 

Jawab : Beliau menjawab yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 

program tersebut yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai 

khususnya untuk tenaga pendamping sebagai pelaksana program tersebut. 

b) Adanya pelaksanaan perlindunga pekerja anak. 

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam 

pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : Dinas telah melakukan bimbingan atau pembinaan kepada 

pengusaha agar melaksanakan peraturan ketenagakerjaan khususnya yang 

mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja anak. 

2. Bagaimana hubungan kerjasama maupun partisipasi antara Dinas 

Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan 

pekerja anak? 

Jawab : bentuk hubungan kerjasamanya itu kami minta kepada 

perusahaan untuk wajib lapor ke dinas dengan mencantumkan identitas 



perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, 

jenis pekerjaan yang dilakukan, dan fasilitas jaminan sosial. 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : Kalau masalah hambatannya itu mungkin terletak di jumlah 

pengawas yang sedikit tidak seimbang dengan jumlah perusahaan. 

c) Adanya sanksi dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak. 

1. Tindakan apa yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap 

pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak? 

Jawab : Tindakan yang kami berikan berupa bentuk teguran, peringatan 

tertulis dan sanksi 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan sanksi kepada 

perusahaan yang menggunakan jasa pekerja anak? 

Jawab : sanksi yang diberikan itu berupa pidana penjara paling singkat 2 

(dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, atau dikenakan denda paling 

sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 

183 Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

3. Apakah sanksi tersebut hanya berlaku untuk pengusaha saja? 

Jawab : beliau mengatakan sanksi tersebut hanya di berikan kepada 

pengusaha yang telah melanggar persyaratan penggunaan jasa pekerja 

anak, tidak kepada si pekerja anaknya.  

 



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA 

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan 

Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

Biodata Narasumber 

Nama    : Mustamar, SH, MH 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Jabatan   : Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial 

Pendidikan   : S2 

Umur    : 49 tahun 

Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

a)  Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. 

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Undang-Undang tentang 

ketenagakerjaan? 

Jawab : Beliau menjawab sudah Dinas Ketenagakerjaan memang mengacu 

kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 

kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan? 

Jawab : Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dengan cara mengadakan sosialisasi kepada pengusaha 

yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang terkait 

tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di Undang-Undang 



Ketenagakerjaan agar pengusaha tidak bisa semena-mena terhadap tenaga 

kerjanya. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan 

perlindungan untuk semua tenaga kerja. 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut? 

Jawab : hambatan Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-

Undang Ketenagaerjaan, banyak pengusaha sudah mengetahui Undang-

Undang Ketenagakerjaan akan tetapi belum sepenuhnya berpedoman 

kepada aturan-aturan Undang-Undang tersebut. 

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejateraan 

tenaga kerja? 

Jawab : Dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja biasanya kami 

memenuhi hak-hak mereka sebagai pekerja seperti memperoleh perlakuan 

yang sama tanpa diskriminasi, memperoleh pelatihan kerja, hak pengakuan 

kompetensi dan kualifikasi kerja, hak memilih penempatan kerja, hak 

pekerja perempuan, hak lamanya waktu bekerja, hak bekerja lembur, hak 

istirahat dan cuti bekerja, hak ibadah, hak perlindungan kerja, hak 

mendapatkan upah, hak kesejahteraan, dan hak bergabung dengan serikat 

pekerja. 

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada 

pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan? 



Jawab : sudah, kami sudah memberikan perlindungan terhadap anak-anak 

yang bekerja 

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meberikan perlindungan 

kepada pekerja anak? 

Jawab : cara dinas memberikan terhadap pekerja anak yaitu dengan cara 

memberikan perlindungan sosial berupa kesehatan kerja, perlindungan 

teknis berupa keselamatan kerja, serta perlindungan ekonomi berupa 

jaminan sosial. 

c) Adanya tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentuakan. 

1. Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam 

menanggulangi pekerja anak? 

Jawab : Dalam menanggulangi pekerja anak Dinas Ketenagakerjaan 

menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan 

pekerja anak, Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) merupakan kegitan 

yang dilakukan untuk mengurangi, melindungi, dan menghapus pekerja 

anak. 

2. Bagaimana tindakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang  

dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak? 

Jawab : Tindakan Dinas Ketenagakerjaan dalam pencegahan terhadap 

penggunaan jasa pekerja anak yaitu melalui penyebarluasan atau 

sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pekerja 

anak, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, 



pemantauan,pelaporan, serta pemberian sanksi kepada usaha home 

industry yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan. 

3. Langkah apa saja yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : Langkah-langkah yang sudah kami lakukan itu pembinaan melalui 

program umum dan program khusus PPA. Yang mana program umum 

PPA itu ada pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis pekerja 

terburuk untuk anak, pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak, 

pelaksanaan sosialisasi umum PPA. Kalau program khusus PPA itu seperti 

memberikan subsidi melalui jalur pendidikan bagi pekerja anak yang putus 

sekolah dan pelatihan keterampilan. 

Konsep Teori Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak 

a) Adanya program perlindungan pekerja anak. 

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan 

pekerja anak? 

Jawab : dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak kami menjalankan 

program Pengurangan Pekerja Anak yang bersinergi dengan Program 

Kelurga Harapan (PPA-PKH), yang dibentuk dengan tujuan memberikan 

perlindungan kepada anak yang utamanya adalah untuk mengurangi 

jumlah pekerja anak yang terpaksa putus sekolah karena kondisi ekonomi . 

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien? 

Jawab : Beliau menjawab kalau menurut saya pribadi program sudah 

dijalankan semaksimal mungkin akan tetapi belum berjalan dengan baik. 



3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam menjalankan program tersebut? 

Jawab : Kendala Dinas Ketenagakerjaan dalam menjalankan program  

tersebut yaitu belum tersedianya data Rumah Tangga Sangat Miskin 

(RTSM) yang belum akurat. 

a) Adanya pelaksanaan perlindunga pekerja anak. 

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam 

pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : Upaya dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak Dinas 

melakukan sosialisasi  kepada pengusaha, masyarakat tentang paham 

larangan mempekerjakan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Ketenagakerjaan. 

2. Bagaimana hubungan kerjasama maupun partisipasi antara Dinas 

Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan 

pekerja anak? 

Jawab : kami meminta kepada pengusaha untuk melaporkan ke dinas 

dengan mencantumkan identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang 

dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan 

fasilitas jaminan sosial. 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan pekerja 

anak yaitu terbatasnya anggaran untuk Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 



Deli Serdang dalam membuat sosialisasi terhadap perlindungan pekerja 

anak dan masih banyak pengusaha yang melaporkan keadaan perusahaan 

tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. 

b) Adanya sanksi dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak. 

1. Tindakan apa yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap 

pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak? 

Jawab : Tindakan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap 

pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak yaitu biasanya 

kami memberikan teguran, peringatan tertulis, dan memberikan sanksi. 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan sanksi kepada 

perusahaan yang menggunakan jasa pekerja anak? 

Jawab : Sanksi yang diberi itu sesuai dengan Undang-undang 

Ketenagakerjaan pasal 183 berupa sanksi pidana  paling singkat 2 (dua) 

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

3. Apakah sanksi tersebut hanya berlaku untuk pengusaha saja? 

Jawab : iya sanksi yang diberikan tersebut hanya berlaku untuk pengusaha 

yang telah melanggar persyaratan pengggunaan jasa pekerja anak, tidak 

dengan pekerja anaknya. 

 

 



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA 

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan 

Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

Biodata Narasumber 

Nama    : Perdamen Tarigan, SPd 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Jabatan   : Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

Pendidikan   : S1 

Umur    : 45 tahun 

Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. 

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Undang-Undang tentang 

ketenagakerjaan? 

Jawab : Sudah, Dinas Ketenagakerjaan memang mengacu kepada Undang-

Undang Ketenagakerjaan 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 

kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan? 

Jawab : Beliau mengatakan, Dinas Ketenagakerjaan melakukan inspeksi 

ke setiap perusahaan yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan tentang 

hukum ketenagakerjaan. 



3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut? 

Jawab : banyaknya pengusaha yang belum sepenuhnya berpedoman 

kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mana sebenarnya 

pengusaha sudah mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat 

pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merupakan bentuk 

perlindungan bagi tenaga kerja. 

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejateraan 

tenaga kerja? 

Jawab : Cara dinas dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja 

dengan cara memenuhi apa yang seharusnya memang mereka dapatkan, 

kita memenuhi hak-hak mereka sebagai tenaga kerja. 

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada 

pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan? 

Jawab : Sudah, dinas juga memberikan perlindungan terhadap pekerja 

anak. 

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meberikan perlindungan 

kepada pekerja anakt? 

Jawab : Beliau menjawab cara dinas dalam memberikan perlindungan 

terhadap pekerja anak yaitu dengan cara memberikan perlindungan sosial 

berupa kesehatan kerja, perlindungan teknis berupa keselamatan kerja, dan 

perlindungan ekonomi berupa jaminan sosial. 



c) Adanya tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentuakan. 

1. Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam 

menanggulangi pekerja anak? 

Jawab : Peran Dinas Ketengakerjaan dalam menanggulangi pekerja anak 

dengan menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan sistem 

perlindungan pekerja anak, Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) adalah 

kegitan yang yang dilakukan untuk mengurangi, melindungi, dan 

mengahpus pekerja anak. 

2. Bagaimana tindakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang  

dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak? 

Jawab : Dinas membentuk aksi penghapusan bentuk-betuk pekerjaan 

terburuk untuk anak yang ditetapkan oleh Bupati. 

3. Langkah apa saja yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : Langkah-langkah yang sudah kami lakukan itu pembinaan melalui 

program umum dan program khusus PPA. Yang mana program umum 

PPA itu ada pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis pekerja 

terburuk untuk anak, pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak, 

pelaksanaan sosialisasi umum PPA. Kalau program khusus PPA itu seperti 

memberikan subsidi melalui jalur pendidikan bagi pekerja anak yang putus 

sekolah dan pelatihan keterampilan. 

 

 



Konsep Teori Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak 

a)  Adanya program perlindungan pekerja anak. 

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan 

pekerja anak? 

Jawab : kami punya program Penarikan Pekerja Anak  yang bersinergi 

dengan Program Keluarga Harapan PPA-PKH program ini mempunyai 

target ditariknya pekerja anak dari tempat kerja secara bertahap agar dapat 

meminimalisir jumlah pekerja anak. 

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien? 

Jawab : Beliau menjawab bahwa program ini belum begitu efektif melihat 

masih banyaknya jumlah pekerja anak di deli serdang. 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam menjalankan program tersebut? 

Jawab : Menurut beliau hambatan dalam menjalankan program itu masih 

terdapat diskriminasi anggaran untuk pelayanan sosial baik anggaran 

APBN maupun APBD.  

b) Adanya pelaksanaan perlindunga pekerja anak. 

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam 

pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : Upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagajerjaan dalam 

pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu pertama, upaya pencegahan 

anak, dalam arti sebelum terjadinya masalah atau terulangnya suatu 

msalah, dengan tujuan mencegah anak agar tidak memasuki dunia kerja 



dan anak yang telah berhasil ditarik dari dunia kerja tidak kemabali 

menjadi pekerja lagi. Kedua, perlindungan pekerja berupa syarat-syarat 

dan penegakan hukum, pada dasarnya pengusaha di larang 

mempekerjakan anak namun karena kondisi ekonomi masyarakat yang 

kurang menguntungkan kecil kemungkinan untuk tidak melarang anak 

bekerja. Ketiga kegiatan penghapusan pekerja anak. 

2. Bagaimana hubungan kerjasama maupun partisipasi antara Dinas 

Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan 

pekerja anak? 

Jawab : kami meminta kepada pengusaha untuk melaporkan ke dinas 

dengan mencantumkan identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang 

dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan 

fasilitas jaminan sosial. 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli 

Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak? 

Jawab : Beliau menjawab tidak terjalinnya kerjasama dan koordinasi 

antara anggota masyarakat, pengusaha, dan pemerintah secara 

berkelanjutan. 

c) Adanya sanksi dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak. 

1. Tindakan apa yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap 

pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak? 

Jawab : Beliau menjawab tindakan Dinas Ketenagakerjaan terhadap 

pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak yaitu memberi 



teguran berupa surat peringatan, pembatasan kegiatan usaha, pengentian 

sementara sebagian alat produksi dan pemberian sanksi. 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan sanksi kepada 

perusahaan yang menggunakan jasa pekerja anak? 

Jawab : Sanksi yang diberi itu sesuai dengan Undang-undang 

Ketenagakerjaan pasal 183 berupa sanksi pidana  paling singkat 2 (dua) 

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3. Apakah sanksi tersebut hanya berlaku untuk pengusaha saja? 

Jawab : iya sanksi yang diberikan tersebut hanya berlaku untuk pengusaha 

yang telah melanggar persyaratan pengggunaan jasa pekerja anak, tidak 

dengan pekerja anaknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA 

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan 

Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

Biodata Narasumber 

Nama    : Muhammad Ilham 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Status     : Pekerja Anak  

Pendidikan   : SMP (Sekolah Menengah Pertama) 

Umur    : 16 Tahun 

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. 

1. Apakah adik sudah mengetahui Undang-Undang tentang ketenagakerjaan? 

Jawab : Beliau mengatakan, bahwa dia tidak mengetahui apa itu Undang-

Undang Ketenagakerjaan. 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 

kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 

Jawab : Menurut saya pihak Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan kebijakan 

tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut? 

Jawab : beliau menjawab, bahwa dia tidak mengetahui kendala/hambatan pada 

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan Undang-

Undang Ketenagakerjaan. 



b)  Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga 

kerja? 

Jawab : Setahu saya cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan 

kesejahteraan itu dengan cara memenuhi hak pekerja tanpa adanya perbedaan 

anatara satu sama lain. 

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada 

pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan? 

Jawab : Sudah, Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan 

kepada pekerja anak. 

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meberikan perlindungan 

kepada pekerja anak? 

Jawab : Beliau menjawab, seperti yang saya dapatkan Dinas Ketenagakerjaan 

memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, kesehatan kerja dan 

keselamatan kerja. 

c) Adanya program perlindungan pekerja anak. 

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan 

pekerja anak? 

Jawab : Ada, nama program itu Program Keluarga Harapan (PKH)  yang 

diberikan kepada pekerja anak yang dilatar belakangi karena faktor ekonomi, 

agar dapat meninggalkan sebagai pekerja anak dan melanjutkan kedunia 

pendidikan. 

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien? 



Jawab : Menurut saya program ini belum efektif karena hanya saya dapatkan 

setahun sekali 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

dalam menjalankan program tersebut? 

Jawab : keberadaan pekerja anak yang sudah nyaman di dunia kerja dan malas 

untuk melanjutkan ke dunia pendidikan. 
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Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. 

1. Apakah adik sudah mengetahui Undang-Undang tentang ketenagakerjaan? 

Jawab : Beliau mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang Undang-

Undang Ketenagakerjaan. 

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 

kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 

Jawab : Saya rasa Dinas Ketenagakerjaan Dalam menjalankan Undang-

Undang Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturannya. 

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut? 

Jawab : Saya tidak tahu mengenai kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan 

dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut. 



b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejateraan tenaga 

kerja? 

Jawab : Saya kira Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejatheraan 

tenaga kerja yaitu salah satunya menetapkan peningkatan upah minimum kerja 

yang sesuai tanpa harus di demo tenaga kerja. 

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada 

pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan? 

Jawab : Saya rasa sudah 

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meberikan perlindungan 

kepada pekerja anak? 

Jawab : Seperti yang saya dapatkan Dinas Ketenagakerjaan memberikan 

keselamatan kerja dan jaminan sosial. 

c) Adanya program perlindungan pekerja anak. 

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan 

pekerja anak? 

Jawab : ada, saya mendapatkan program PKH (Program Keluarga Harapan), 

program ini diberikan untuk pekerja anak yang disebabkan karena ekonomi 

keluarganya lemah yang tidak dapat melanjutkan sekolah dan memilih untuk 

bekerja. 

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien? 

Jawab : program ini sudah dijalankan dengan maksimal 



3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 

dalam menjalankan program tersebut? 

Jawab : beliau mengatakan kurangnya kesadaran diri dari pekerja anak untuk 

tidak ingin melanjutkan kedunia pendidikan dan masih tetap milih untuk 

bekerja karena sudah nyaman dengan bekerja setiap bulannya mendapatkan 

uang, dan sudah lupa tentang pelajaran-pelajaran yang pernah saya dapat 

membuat saya pribadi malas untuk melanjutkan kedunia pendidikan. 
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